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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan pion penggerak untuk memajukan bangsa.
Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara
yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas berguna bagi
bangsa dan negara seseorang untuk menjadi ASN akan melalui tahap-tahapan sebagaimana
yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni mengikuti serangkaian tes
dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Latsar CPNS merupakan pintu gerbang
yang harus dilewati oleh para CPNS sebelum menjadi PNS atau ASN. Latsar CPNS
dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan,
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya
mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Salah satu profesi-ASN adalah dosen pada Universitas Negeri. Profesi dosen
merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai
berikut:

1.  Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

2. “ Memiliki - komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia;

3.  Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

bidang tugas;

Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

N oo v &

Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan
tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Saat ini peserta merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai
dosen di prodi lImu Hukum Fakultas IImu Sosial dan Politik di Universitas Maritim Raja
Ali Haji Kota Tanjungpinang.

Program Studi Illmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri bersamaan
dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Proses
pendirian Program Studi llmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru ditahun 2013
mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
menjalakan proses belajar mengajar.

Saat ini Program Studi lImu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas
IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi
keempat setelah 1lmu Pemerintahan, Ilmu-Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke
depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi lImu
Hukum menjadi Fakultas: Hukum di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Program Studi IImu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti
kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu
lImu Hukum belum ada di‘lbu kota Provinsi Kepulauan Riau ini.

Peluang karir untuk sarjana hukum cukup luas karena dibutuhkan di setiap
bidang yang berhadapan dengan peraturan-peraturan hukum. Untuk kamu yang
ingin memilih jurusan ilmu hukum kamu dapat mengembangkan karir menjadi
advokat, notaris, jaksa, hakim, dan konsultan hukum.

Sebagai program studi yang terus mengalami perkembangan di bawah
naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih sangat banyak isu yang
harus diperbaiki di program studi ini. Salah satu isu yang sangat penting adalah
belum optimalnya pengajaran dosen program studi ilmu hukum. Padahal mutu
pendidikan sangat bergantung kepada kualitas pengajaran. Oleh sebab itu, perlu
adanya evaluasi secara berkala untuk mengontrol proses belajar mengajar. Dengan

isu tersebut diatas, penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya penyusunan modul



praktek perancangan kontrak pada Program Studi [Imu Hukum Universitas Maritim
Raja Ali Haji”.

B. ANALISISISU

Isu merupakan suatu hal yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar
organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negative
terhadap organisasi. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang
diangkat berasal dari observasi dan pengalaman peserta selama masa percobaan
(CPNS), tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta sebagai dosen, Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP), kegiatan yang diinisiatif oleh peserta melalui ‘persetujuan coach
dan mentor, serta penugasan dari atasan.

Peserta merupakan seorang dosen yang mengajar S2° yang telah
melaksanakan observasi di kampus khususnya FISIP UMRAH pada prodi limu
Hukum selama 1 (satu) tahun. Selama peserta melakukan observasi, peserta melihat
beberapa isu yang terjadi di lingkungan kampus. Beberapa isu tersebut akan peserta
jelaskan dibawabh ini:

1. Environmental Scanning

Environmental Scanning adalah sikap peduli terhadap isu atau
masalah dalam organisasi. dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan
hubungan kausalitas yang terjadi. Isu adalah sebuah masalah yang belum
terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu
kesenjangan .antara praktik organisasi dengan harapan-harapan para
stakeholder. Berdasarkan defenisi tersebut, isu merupakan suatu hal yang
terjadi baik didalam maupun diluar organisasi yang apabila tidak ditangani
secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi bahkan dapat
berlanjut pada tahap krisis. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini,
sumber isu yang diangkat berasal dari hasil observasi dan pengalaman
penulis selama masa percobaan (CPNS), tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
penulis sebagai dosen, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kegiatan yang
diinisiatif oleh peserta melalui persetujuan coach dan mentor, serta

penugasan dari atasan.



Beberapa isu yang ada, akan dijelaskan serta akan dikaitkan dengan

agenda 3 (tiga) yaitu mengenai Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Whole

of Government, isu tersebut yaitu:

a.

Belum optimalnya penggunaan aplikasi syarah dalam proses belajar-
mengajar Prodi llmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji
(UMRAH) Tanjungpinang..

Menjawab tantangan zaman di era 4.0 Universitas Maritim Raja
Ali Haji mengembangkan aplikasi syarah yang merupakan aplikasi
yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji
untuk memudahkan proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa
dalam hal penginputan bahan ajar yang bisa diakses dosen dan
mahasiswa pengampu mata kuliah, proses tatap muka pertemuan
dengan metode daring dan evaluasi perkuliahan online. Namun
penggunaan aplikasi ini belum secara optimal diterapkan atau
digunakan baik bagi dosen maupun mahasiswa di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali haji. Hal ini terkait dengan pembelajaran
agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen
ASN.

Belum adanya modul perkuliahan praktek peradilan perdata Prodi IImu
Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Tanjungpinang:.

Mata kuliah praktek peradilan perdata merupakan salah satu
mata kuliah wajib bagi mahasiswa, mata kuliah praktek peradilan
perdata ini memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk bisa
berpraktek sebagai praktisi dalam peradilan perdata, mulai dari
prosedur pengajuan gugatan hingga pada putusan hakim, namun di
prodi llmu hukum saat ini belum ada Rancangan Pembelajaran
Semester (RPS) maupun modul praktek peradilan perdata sehingga
menyulitkan ~ dosen yang merupakan tim teaching pengampu
perkuliahan prakterk peradilan untuk menselarakan program
pembelajaran dalam satu semester sehingga memberikan keseragaman

ilmu dalam mata kuliah praktek peradilan perdata bagi mahasiswa. Hal



ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS
dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

Belum adanya modul mata kuliah hukum waris Prodi IImu Hukum di
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Merupakan mata kuliah wajib di prodi llmu hukum agar
mahasiswa memahami pengertian dan bisa membandingkan hukum
waris baik dari hukum waris perdata barat, maupun waris menurut
hukum Islam, namun di prodi lImu hukum belum ada modul hukum
waris sehingga menyulitkan bagi dosen untuk pengampu mata kuliah
yang sama untuk menyamakan bahan ajar dan mahasiswa pun sulit
untuk mencari bahan terkait hukum waris agar bisa mempelajari materi
yang disampaikan oleh dosen. Hal ini terkait dengan pembelajaran
agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen
ASN.

Belum optimalnya modul praktek perancangan kontrak Prodi limu
Hukum di Universitas © Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Tanjungpinang..

Dengan mempelajari hukum perancangan kontrak mahasiswa
mampu untuk menganalisa dan membuat berbagai kontrak hukum.
Sejalan dengan visi misi prodi ilmu hukum yang ingin menyiapkan
mahasiswa  tamatan prodi ilmu hukum yang siap untuk bekerja,
perancangan kontrak sangat diperlukan karena dapat mengasah skill
dan pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dalam menganalisis kontrak.
Di bidang perancangan kontrak dan perkembangan hukum kontrak
terus mengalami kemajuan dari masa ke masa sehingga diperlukan
modul praktek perancangan kontrak sehingga tidak hanya teori hukum
kontrak melainkan juga praktek perancangan kontrak harus dikuasai
oleh mahasiswa ilmu hukum untuk di terapkan langsung. Di prodi ilmu
hukum belum ada modul praktek perancangan kontrak yang
mengarahkan pembelajaran pada praktek langsung pembuatan kontrak

sehingga mahasiswa banyak yang hanya menguasai teori. Hal ini terkait



dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
yakni Manajemen ASN.

e. Belum adanya modul mata kuliah hukum perdata Prodi llmu Hukum di
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Mata kuliah hukum perdata wajib diambil oleh mahasiswa
semester 11, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa
sebelum dapat mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Agar
mahasiswa memahami konsep dasar hukum perdata yang merupakan
ranah hukum privat. Namun di prodi ilmu hukum belum ada modul
hukum perdata sehingga masing-masing dosen tidak seragam dalam
penyampaian materi hukum perdata. Hal/ ini. terkait dengan
pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni
Manajemen ASN.

2. Alat Bantu Analisis

Penilaian isu untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas untuk
dicarikan solusinya berdasarkan identifikasi isu sebelumnya. Proses penilaian
isu menggunakan alat bantu yaitu berdasarkan APKL (Aktual, Problematik,
Kekhalayakan, dan Layak) dan USG(Urgency, Seriousness, Growth) secara
bertahap. Tahap ' pertama penilaian isu dengan menggunakan APKL,
selanjutnya 3 isu terpilih-di lakukan penilaian lagi dengan menggunakan USG.
1. APKL (Aktual, Problematik , Kekhalayakan, dan Layak) Kriteria pertama
APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) Aktual artinya benar-
benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik
artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang komples, sehingga perlu
dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup
orang banyak. Sedangkan Layak artinya isu yang masuk akal dan realistis serta
relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Rentang penilaian
yang digunakan pada APKL adalah dengan memberikan skor 1-5, semakin
tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius

untuk segera ditangani.



Table 1.1 Bobot Penilaian APKL

BOBOT KETERANGAN
1 Sangat kurang pengaruhnya
2 Kurang pengaruhnya
3 Sedang pengaruhnya
4 Kuat pengaruhnya
5 Sangat kuat pengaruhnya

Dari kriteria APKL berdasarkan isu, maka dilakukan penilaian yang
diangkat menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Adapun hasil penilaian terlihat

dalam tabel berikut:

Table 1.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL

Kriteria Total
No Isu Prioritas
AP |K|L]| Skor

1 | Belum optimalnya penggunaan  aplikasi
syarah dalam proses belajar-mengajar Prodi
IImu Hukum di Universitas Maritim Raja
Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

2 | Belum adanya modul perkuliahan praktek
peradilan perdata Prodi llmu Hukum di
Universitas Maritim Raja Ali  Haji
(UMRAMH) Tanjungpinang.

3 | Belum adanya modul mata kuliah hukum

waris Prodi llmu Hukum di Universitas

o ) _ y 313|314 13 \
Maritim Raja Ali  Haji (UMRAH)
Tanjungpinang.
4 | Belum optimalnya modul  praktek
perancangan kontrak Prodi lImu Hukum di
5/5|5]|5 20 \

Universitas Maritim Raja Ali  Haji
(UMRAH) Tanjungpinang.




Belum adanya modul mata kuliah hukum
perdata Prodi IImu Hukum di Universitas
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Tanjungpinang.
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artinya seberapa mendesak suatu

Kriteria kedua adalah USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Urgency

isu harus dibahas,

dianalisis, dan

ditindaklanjuti. Seriousness merujuk pada seberapa serius suatu isu harus

dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menekankan pada

seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani

segera. Rentang penilaian yang digunakan pada matriks USG adalah dengan

memberikan skor 1-5, sama halnya dengan APKL, semakin tinggi skor

menunjukkan bahwa isu tersebut sangat-urgen dan-sangat serius untuk segera

ditangani.
Table 1.3 Analisis Isu Menggunakan Kriteria USG
Kriteria | Total .
No Isu Prioritas
UlS |G| Skor
1 | Belum optimalnya penyusunan modul mata
kuliah praktek perancangan kontrak Prodi
A Nt . 15|55 15 I
IImu Hukum di Universitas Maritim Raja
Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.
2 | Belum adanya modul perkuliahan praktek
peradilan perdata Prodi llmu Hukum di
e . ) . 1315]|5 13 I
Universitas Maritim Raja Ali  Haji
(UMRAH) Tanjungpinang.
3 | Belum adanya modul mata kuliah hukum
perdata Prodi IImu Hukum di Universitas
o ) _ 3y 414 |4 12 \
Maritim Raja Ali  Haji (UMRAH)
Tanjungpinang.




Setalah dilakukan analisis menggunakan APKL dan USG, maka
didapatkan core isu dengan melihat rangking yang paling tinggi, yaitu isu nomor

satu.

C. RUMUSAN ISU

Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan kriteria APKL dan USG, isu
yang paling tepat diangkat sebagai rancangan aktualisasi yaitu tentang “Belum
Optimalnya Upaya Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak Pada

Program Studi Illmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.”

D. IDENTIFIKASI SUMBER ISU

Penggunaan modul adalah salah satu langkah yang tepatuntuk meningkatkan
kualitas pembelajaran pada mahasiswa. Sebagail bahan ajar yang dapat dipelajari
secara mandiri, modul diharapkan dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran
lebih terencana dengan baik, tuntas, dan dengan hasil yang berkualitas.

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari
secara mandiri oleh peserta pembelajaran: Modul disebut juga media untuk belajar
mandiri karena didalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri.
Artinya mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar
secara langsung:

Selama proses CPNS melakukan menjadi dosen di Prodi llmu hukum terdapat
beberapa permasalahan yang salah satu paling utama adalah belum optimalnya
modul praktek perancangan kontrak dalam proses pembelajaran. Sehingga kurang
mengasah keterampilan/kemahiran mahasiswa prodi lImu hukum untuk membuat
suatu kontrak.

Dengan adanya permasalahan ini, maka judul yang akan diangkat yaitu
Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak pada
Program studi llmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam hal ini, akan
dirancang draft modul yang akan dibuat yang mana setelah adanya modul ini dapat
meningkatkan kreatifikas mahasiswa dalam berpraktek pembuatan kontrak.



Core issu pada tulisan ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan
dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN karena termasuk kedalam jenis
manajemen ASN karena menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga
diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur Sipil Negara yang unggul
selaras dengan perkembagan zaman. Pembuatan modul praktek perancangan
kontrak yang sesuai dengan perkembangan hukum kontrak akan menunjukkan

sumber daya ASN sebagai dosen yang berkualitas.

E. ANALISIS DAMPAK
Dampak yang ditimbulkan jika permasalahan ini tidak diselesaikan, yaitu:
1.  Bagi Individu (Dosen)

Dampak yang ditimbulkan untuk seorang dosen sendiri, kesulitan untuk
mencari bahan referansi dalam pengajaran dengan menggunakan metode
praktik.

2. Bagi Rekan Kerja

Dampak yang ditimbulkan jika isu ini tidak diselesaikan maka akan
berdampak pada proses belajar mengajar tidak adanya keselarasan antar sesama
dosen pengampu mata kuliah.

3.  Bagi Mahasiswa

Dampak yang ditimbulkan jika masalah ini tidak diselesaikan, maka
mahasiswa akan kesulitan mencari referensi yang akan mereka pelajari secara
mandiri, dan pada proses pembelajaran didalam kelas mahasiswa banyak yang
tidak fokus kepada penjelasan dosen.

4. <Bagi Unit Kerja
Dampak yang terjadi Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka tidak dapat
memberi sumbangsih dalam penambahan penilaian untuk akreditasi prodi.
Dampak Positif
1. Dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas pribadi sebagai dosen
dalam proses pembelajaran dengan sistem praktik.
2. Adanya keselarasan dan kesepahaman yang sama sesama dosen pengampu

mata kuliah.
3. mahasiswa mudah mencari referensi yang akan mereka pelajari secara

mandiri.
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4. Jika masalah ini diselesaikan, maka dapat memberi sumbangsih dalam

F.

penambahan penilaian untuk akreditasi prodi.

RUANG LINGKUP
Rancangan aktualisasi ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dengan

menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, yang dikenal dengan ANEKA. Dalam kegiatan

yang sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tugas tambahan yang

diberikan oleh atasan di Unit kerja. Aktualisasi dilaksanakan di Program Studi [Imu

Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan aktualisasi dilakukan dalam 5

kegiatan yaitu:

1)

2)

3)

4)
5)

Menyampaikan ide gagasan terkait pembuatan modul perancangan kontrak
kepada pimpinan (dekan);

Mengumpulkan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang pembuatan
modul perancangan kontrak;

Melakukan audiensi dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek
perancangan kontrak;

Menyusun dan evaluasi draf modul praktek perancangan kontrak; dan
Mengesahkan modul praktek perancangan kontrak dan upload di website

prodi llmu Hukum:.
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G. LEMBAR KONFIRMASI ISU

Table 1.4 Pengesahan Coach dan Mentor

PERSETUJUAN COACH DAN MENTOR
Tanggal : 2020
Coach Mentor
dr. Wilda ati, MM. Dr. Oksep Adhavanto, S.H., M.H.
Widyaiswara Ahli Madya Dekan FISIP UMRAH
NIP. 19650603 199602 2 001 NIP.19810929 201504 1 002

H. JUDUL AKTUALISASI
Berdasarkan analisis, rumusan dan identifikasi isu maka judul yang akan
diangkat adalah “Upaya Optimalisasi Pembuatan Modul Praktek Perancangan

Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali
Haji”.
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A

BAB I1
RANCANGAN AKTUALISASI

RANCANGAN AKTUALISASI
1.  Unit Kerja

Program llmu Hukum, Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik (FISIP),
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

2. ldentifikasi Isu

Hal ini menjadi permasalahan adalah proses belajar mengajar pada mata
kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang menjadi kurang spesifik dikarenakan
belum optimalnya Modul Praktik Perancangan Kontrak pada Program studi limu
Hukum FISIP UMRAH. Sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, diperlukan berbagai literatur penunjang agar tidak
membingungkan mahasiswa.

Hal ini berkaitan dengan agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam
NKRI tentang Manajemen | ASN karena menhasilkan kualitas yang
mencerminkan professional, memiliki nilai dasar dan etika profesi.

3. Isuyang diangkat

Belum Optimalnya penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak pada
Program studi Ilmu Hukum.

4.  Gagasan Pemecahan Isu

Untuk solusi dari isu yang diangkat, maka dirancanglah Modul Praktik
Perancangan Kontrak pada Program studi IImu Hukum di Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan kegiatan sebagai berikut:
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Tabel 2.1.

Kegiatan dan Sumber Kegiatan

No Kegiatan Sumber Kegiatan

1 | Konsultasi terkait penyusunan modul kepada Kreatifitas
pimpinan atau mentor

2 | Penyusunan draf modul praktik perancangan Kreatifitas
kontrak

3 | Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu Kreatifitas
mata kuliah praktik perancangan kontrak

4 | Pelaksanaan ~ seminar ~ modul  praktik SKP
perancangan kontrak

5 | Evaluasi modul praktek perancangan kontrak SKP
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Tabel 2.2. Rancangan Aktualisasi

: : Output/Hasil Keterkaitan Substansi | Kontribusi Terhadap | Penguatan Nilai-
No Kegiatan Tahap Kegiatan . . . L . L .
Kegiatan Materi Pelatihan Visi Misi Organisasi | Nilai Organisasi
1) 2 ®) (4) (®) (6) @)
1.1. Menghubungi Maksud dan tujuan | Dalam Menyampaikan gagasan
atasan atau mentor | tersampaikan dan ide _kepada | atasan
untuk mengatur disampaikan. dengan senyum,
waktu konsultasi sapa, salam dan berkoordinasi
dengan sopan (etika Publik)
o < prp S dan_tldak Kegiatan ini berkontribusi
menyalahi aturan (Manajemen .. .
ASN) terhadap visi Prodi Ilmu
Hukum yaitu : menjadi . -
A Mencerminkan nilai
program studi ilmu hukum .
an unggul berbasis komitmen dan
Konsultasi terkait yang . 99 . profesional
kemaritiman  di  tingkat .
1. penyusunan modul (kredibel) ,transparan,

kepada pimpinan atau
mentor

1.2. Melakukan
konsultasi dengan
atasan atau mentor
sesuai jadwal yang
telah disepakati

Notulen saran dan
masukkan dari
mentor

Dalam melakukan konsultasi
dengan mentor akan dilakukan
dengan prinsip-prinsip
musyawarah dan mendengarkan
pendapat (Nasionalisme), serta
menyampaikan pendapat
dengan sopan dan santun (etika
publik) mandiri, jujur (Anti
Korupsi) dan penuh kejelasan
(Komitmen Mutu)

nasional dan Misi Prodi ilmu
hukum vyang ke 2 vyaitu

mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang berbasis pada
pengetahuan ilmu hukum

yang berlandaskan pada riset

akuntabel dan
bertanggung jawab
dalam program studi
ilmu hukum
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kontrak

praktik perancangan kontrak
(komitmen mutu)

2.2: Mengumpulkan
literatur terkait praktek
perancangan kontrak di
perpustakaan

Daftar judul buku
dan pengarang
terkait perancangan
kontrak

Dalam proses pengumpulan
literatur terkait perancangan
kontrak di perpustakaan dengan
penuh tanggung jawab
(Akuntabilistas) dilakukan
dengan kerja

mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang berbasis pada
pengetahuan ilmu hukum

yang berlandaskan pada riset

: : Output/Hasil Keterkaitan Substansi | Kontribusi Terhadap | Penguatan Nilai-
No Kegiatan Tahap Kegiatan . . . L . L .
Kegiatan Materi Pelatihan Visi Misi Organisasi | Nilai Organisasi
1.3. Mencatat saran dari | Persetujuan dan Saat mencatat saran dari atasan
atasan atau mentor dukungan didapat atau mentor akan dilakukan
tentang serta secara  profesional.  (etika
mendokumentasikan publik) dan mengikuti arahan
pertemuan tersebut dari pimpinan’ terkait sistem
yang akan dibuat
(manajemen ASN) koordinasi
dan  kolaborasi (Whole of
Government)
2.1. Mencari Kumpulan Dalam proses mencari standar/
standar/acuan dalam | dokumen acuan dalam membuat sistem . - I
. Kegiatan ini berkontribusi
membuat modul Standar/acuan standar nasional penyusunan - .
. terhadap visi Prodi Ilmu
dalam pembuatan draf modul praktik perancangan L .
. Hukum vyaitu : menjadi . i
modul kontrak akan dilakukan dengan . Mencerminkan nilai
. program studi ilmu hukum .
penuh tanggung jawab dan .| keteraturan kerja,
- yang  unggul berbasis .
kesungguhan  (akuntabilitas) . . . profesional,
kemaritiman  di  tingkat | | . .
dan dengan tetap . .. .. integritas, dimana
Penyusunan draf modul . . nasional dan Misi Prodi ilmu
’ raktik perancanaan memperhatikan kualitas yang hukum vana ke 2 vait mengumpulkan
' P P g baik dalam penyusunan modul yang y literatur/standar

tentang penyusunan
modul sesuai dengan
nilai-nilai yang ada di
prodi ilmu hukum
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Output/Hasil

Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai-

perancangan kontrak

perancangan
kontrak

tanggung jawab
(akuntabilitas)

program studi ilmu hukum
yang unggul berbasis

No Kegiatan Tahap Kegiatan Kegiatan Materi Pelatihan Visi Misi Organisasi | Nilai Organisasi
keras (Anti Korupsi) dan
mencari dari berbagai sumber
(Komitmen Mutu)
2.3 Membuat peta Peta konsep modul | Dalam proses pembuatan peta
konsep draf praktek konsep modul praktek
pembuatan modul perancangan perancangan kontrak. dilakukan
praktek kontrak dengan kerjakeras (Anti
perancangan Korupsi).dan efisien
kontrak (Komitmen Mutu)
3. Pelaksanaan FGD 3.1. Mengundang rekan | Maksud dan tujuan| Saat mengundang rekan Kegiatan ini berkontribusi Kegiatan ini
dengan dosen pengampu dosen pengampu tersampaikan menggunakan bahasa yang terhadap visi Prodi lImu menunjukkan nilai
mata kuliah praktik mata kuliah praktek sopan (Etika publik), penuh Hukum yaitu : menjadi transparansi,

berorientasi mutu dan
kejelasan target
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No

Kegiatan

Tahap Kegiatan

Output/Hasil
Kegiatan

Keterkaitan Substansi
Materi Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi

3.2. Melakukan FGD
dengan rekan dosen
pengampu mata
kuliah praktek

Diskusi terlaksana

Diskusi dengan rekan dosen
pengampu mata kuliah praktek
perancangan kontrak dilakukan
dengan pikiran yang terbuka

perancangan pada kritik dan‘saran
kontrak (Nasionalisme) saling
menghargai hak berpendapat
(Etika Publik) dan kejelasan
target (akuntabilitas)
3.3. Membuat Notulen hasitFGD | Membuat hasil  kesimpulan
kesimpulan hasil FGD dengan cermat

FGD dengan rekan
dosen pengampu
mata kuliah
praktek
perancangan
kontrak

(Akuntabilitas), jujur (anti
korupsi) dan penuh kejelasan
(komitmen mutu)

kemaritiman di tingkat
nasional dan Misi Prodi
ilmu hukum yang ke 2 yaitu
mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang berbasis pada
pengetahuan ilmu hukum
yang berlandaskan pada
riset

dalam Prodi lImu
Hukum
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perancangan kontrak

4.2. Pelaksanaan

Seminar

Seminar
dilaksanakan
dibuktikan dengan
foto

Pelaksanaan seminar modul
praktik perancangan kontrak
dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan kejelasan
target (Akuntabilitas)
selanjutnya  didasari  oleh
efisiensi yang berorientasi mutu
(Komitmen mutu) dan

memiliki keunggulan
dengan keiman-an, teknologi
dan ketawagqwa-an serta
memiliki ketarampilan yang
memadai, yang mampu
bersaing ditingkat regional.

: : Output/Hasil Keterkaitan Substansi | Kontribusi Terhadap | Penguatan Nilai-
No Kegiatan Tahap Kegiatan . . . L . o .
Kegiatan Materi Pelatihan Visi Misi Organisasi | Nilai Organisasi
3.4. Mengkonsultasikan | Maksud dan tujuan | Dalam melakukan konsultasi
kepada atasan hasil | tersampaikan, hal dengan mentor akan dilakukan
draf modul praktik | ini dibuktikan dengan prinsip-prinsip
perancangan dengan : foto musyawarah dan mendengarkan
kontrak pendapat (Nasionalisme), serta
menyampaikan pendapat
dengan sopan dan santun (etika
publik) mandiri, . jujur (Anti
Korupsi) dan penuh kejelasan
(Komitmen Mutu)
4.1. Membuat bahan Bahan seminar siap | Menyusun ~ bahan  seminar | Kegiatan ini berkontribusi | Kegiatan ini
seminar modul praktek perancangan | terhadap visi Prodi llmu | berkaitan dengan
kontrak dengan didasari oleh | Hukum vyaitu : menjadi | penguatan nilai
inovasi yang berorientasi mutu | program studi ilmu hukum | organisasi yaitu
(Komitmen mutu), sopan | yang unggul berbasis | profesional,
(etika publik) dan kemaritiman  di  tingkat | akuntabel,
Peyusunan modul dilakukan nasional dan Misi Prodi ilmu | sinergi,tranparan dan
Pelaksanaan seminar dengan Kkerja keras, disiplin dan | hukum yang ke 1 vyaitu | kreatif.
4. modul praktik jujur (Anti-korupsi) menghasilkan lulusan yang
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evaluasi modul

modul praktik

dilakukan
(Akuntabilitas)

dengan kejelasan

target dan

: : Output/Hasil Keterkaitan Substansi | Kontribusi Terhadap | Penguatan Nilai-
No Kegiatan Tahap Kegiatan . . . L . o .
Kegiatan Materi Pelatihan Visi Misi Organisasi | Nilai Organisasi
dilakukan dengan kerja keras,
disiplin dan jujur (Anti-
korupsi)
4.3. Membuat laporan Laporan Dalam membuat  laporan
hasil pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan .seminar modul
seminar dan seminar siap praktek perancangan kontrak
menyampaikan ke dilakukan" dengan tanggung
atasan jawab kejelasan target
(Akuntabilitas) kerja keras
(Nasionalisme) dan efektifitas,
orientasi mutu  (Komitmen
Mutu).
5.1. Membuat angket Angket siap )
) Mempersiapkan modul dengan
untuk evaluasi ) o
) efektif dan efisien (pelayanan ) o
modul praktik blic) Mencerminkan nilai
public
] perancangan . . . Bahan sosialisasi siap yang | komitmen mutu,
Evaluasi modul praktek berorientasi mutu (komitmen R ]
5. kontrak dibuktikan dengan : foto dan | profesional,
perancangan kontrak mutu). ) o
video koordinasi dalam
5.2. Membuat laporan Laporan evaluasi Dalam membuat laporan modul Prodi llmu hukum
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No

Kegiatan

Tahap Kegiatan

Output/Hasil
Kegiatan

Keterkaitan Substansi
Materi Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi

praktik perancangan
kontrak

perancangan

kontrak siap

transparansi (Pelayanan
Publik) peningkatkan “kinerja
ASN (Manajemen  ASN) serta
sopan dan hormat/ (Etika
Publik)

5.3 Melakukan
pelaporan kepada
atasan tentang
evaluasi modul
praktik perancangan
kontrak

Persetujuan atasan

Melakukan pelaporan  kepada
atasan tentang evaluasi modul
dilakukan “dengan sopan dan
santu (etika public) tepat waktu
(akuntabilitas) sesuai dengan

berorientasi mutu (komitmen
mutu) musyawarah mufakat ,
menghargai pendapat orang lain
(Nasionalisme) koordinasi dan
kolaborasi (Whole of

Government)
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JADWAL
B. JADWAL AKTUALISASI

Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 2 Juni 2020 Jadwal kegiatan

aktualisasi disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3.

Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Rencana Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi

atasan atau mentor
tentang penyusunan
modul serta

dukungan didapat

22

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL Maret April Maret April Mei Juni
v I Il 1] v I 1] v I I ] v |
Menghubungi atasan Maksud dan 23-24
atau mentor untuk tujuan
mengatur waktu tersampaikan
Konsultasi konsultasi
terkait
penyusunan Melakukan konsultasi | Notulen saran dan | 26-27
1 modul dengan atasan atau masukkan dari
kepada mentor sesuai jadwal mentor
pimpinan atau yang telah disepakati
mentor
3. Mencatat saran dari Persetujuan = dan | 26-27




TAHAPAN KEGIATAN

OUTPUT / HASIL

Rencana Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi

23

e KBSl Maret April Maret April Mei Juni
v I I n v v I I v I n v I
mendokumentasikan
pertemuan tersebut
1. Mencari Kumpulan 30-31
standar/acuan dalam | yokumen
membuat modul
Standar/acuan
dalam pembuatan
Pengumpulan
) modul
berbagai i
) 2. Mengumpulkan Daftar judul buku 1-3
literatur ) )
) literatur terkait praktek | dan pengarang
2 | terkait tentang ) )
perancangan kontrak di | terkait
modul
perpustakaan perancangan
perancangan
kontrak
kontrak
3. Membuat peta konsep Peta konsep 6-7
draf pembuatan modul | modul praktek
praktek perancangan perancangan
kontrak kontrak
Pelaksanaan 1. Mengundang rekan | Maksud dan 8
FGD dengan dosen pengampu mata | fjuan- -
3 . tersampaikan
dosen kuliah praktek
pengampu perancangan kontrak




Rencana Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL Maret April Maret April Mei Juni
v I I I v v I 1 v Il I v I

mata kuliah 2. Melakukan FGD Diskusi terlaksana 9-10
praktik dengan rekan dosen

pengampu mata kuliah
perancangan praktek perancangan
kontrak kontrak

. Membuat kesimpulan | Notulen hasil 13-14

hasil FGD dengan FGD

rekan dosen

pengampu mata kuliah

praktek perancangan

kontrak

. Mengkonsultasikan Maksud dan 13-14

kepada atasan hasil tujuan

draf modul praktik tersampaikan, hal

perancangan kontrak ini dibuktikan

dengan : foto
Pelaksanaan 1. Membuat bahan Bahan-seminar 15-17
pembuatan evaluasi siap
4 | modul praktek

perancangan
kontrak
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Rencana Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL Maret April Maret April Mei Juni
v I I n v v I I v v I
2. Pelaksanaan Seminar | Seminar 18
dilaksanakan
dibuktikan dengan
foto
3. Membuat laporan Laporan hasil 20
pelaksanan hasil seminar siap
seminar dan
menyampaikan ke
atasan
Evaluasi 1. Evaluasi modul Angket siap 21
modul praktek praktek perancangan
5 kontrak
perancangan
kontrak
2. Membuat laporan Laporan evaluasi 22
evaluasi modul praktik | modul praktik
perancangan kontrak perancangan
kontrak siap
3. Melakukan pelaporan | Persetujuan 23
kepada atasan tentang | atasan.

evaluasi modul praktik
perancangan kontrak
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C. CAPAIAN KEGIATAN

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan |

Kegiatan / Tahapan Kegiatan

Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor

1. Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi

2. Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor-sesuai jadwal yang telah disepakati

3. Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan modul serta mendokumentasikan pertemuan
tersebut

Tanggal Pelaksanaan

Tanggal Rancangan Aktualisasi Tanggal Pelaksanaan Aktulisasi
23- 27 Maret 2020 23 — 27 Maret 2020

Deskripsi Kegiatan dan Teknik
Aktualisasi Penerapan Nilai
Dasar ASN

Pertemuan dengan Atasan bertujuan untuk mendapatkan arahan dan bimbingang dari pimpinan/mentor yang
dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu
konsultasi, . Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati dalam proses
ini disampaikan dengan senyum, sapa, salam dan berkoordinasi dengan sopan (etika Publik) secara professional
dan tidak menyalahi aturan (Manajemen ASN), Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan
modul serta mendokumentasikan pertemuan tersebut. mengatur jadwal pertemuan dengan Atasan terlebih
dahulu melalui sekretaris dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu efektif dan efesien dimana adanya
ketepatan jadwal.pertemuan disesuai agenda atasan(Komitmen Mutu). Setelah jadwal telah ditentukan, pada
saat pertemuan, datang tepat waktu menemui atasan termasuk nilai tanggungjawab yaitu ketepatan disiplin
waktu(Akuntabilitas) dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan nilai moral yang mana kewajiban
untuk melakukan kebaikan atau sebagaimana mestinya(Etika Publik). Kemudian melakukan konsultasi dengan
mentor akan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta
menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh
kejelasan (Komitmen Mutu). Saat mencatat saran dari atasan atau mentor akan dilakukan secara profesional
(etika publik) dan mengikuti arahan dari pimpinan terkait sistem yang akan dibuat (manajemen ASN)
koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government)
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Nilai - nilai Dasar yang
Relevan

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Konsultasi terkait
penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, Manajemen ASN dan Whole Of Government.

Kontribusi Terhadap Visi dan
Muisi Organisasi

Pertemuan dengan Atasan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari mentor atau atasan yang sejalan
dengan visi misi prodi IImu Hukum yakni, visi Prodi IImu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum
yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang
berlandaskan pada riset

Penguatan Nilai Organisasi

Mencerminkan nilai komitmen dan profesional (kredibel) ;transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam
program studi ilmu hukum

Output Kegiatan

1. Maksud dan tujuan tersampaikan
2. Notulen saran dan masukkan dari mentor
3. Persetujuan dan dukungan atasan didapat

Manfaat / Hasil Capaian

Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah:

Atasan yakni Dekan mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan peserta latsar.
Dekan memberikan bimbingan dan arahan terkait penyusunan modul

Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima.
Mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari Unit Kerja.

Pengamalan nilai-nilai dasar PNS.

Analisa Dampak Jika Nilai
Aneka Tidak Dilaksanakan

Bl aroODE

Bila tidak diterapkan nilai Aneka salah satunya sikap sopan dan santun, bahasa yang baik maka tidak akan
terbangun komunikasi yang baik.

2. Dekan selaku mentor tidak mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan peserta latsar.

3.. Dekan tidak memberikan bimbingan dan arahan pada pelaksanaan pembuatan modul.

(Ini' melanggar nilai Akuntabilitas karena menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab.)

4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.
(Ini' melanggar nilai Nasionalisme karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta
Etika Publik karena tidak menunjukkan sopan santun.
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan 11

Kegiatan / Tahapan Kegiatan

Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak
1. Mencari standar/acuan dalam membuat modul

2. Mengumpulkan literatur terkait praktek perancangan kontrak di perpustakaan
3. Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktek perancangan kontrak

Tanggal Pelaksanaan

Tanggal Rancangan Aktualisasi Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi
30 Maret — 07 April 2020 30 Maret — 03 April 2020

Deskripsi Kegiatan dan Teknik
Aktualisasi Penerapan Nilai
Dasar ASN

Pada awalnya dilakukan kegiatan pengumpulan-berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak dilakukan
dengan beberapa tahap yakni : mencari standar/acuan dalam membuat modul yang dilakukan melalui
penelusuaran dengan media internet yang dalam proses tahapan ini akan dilakukan dengan penuh tanggung
jawab dan kesungguhan (Akuntabilitas) dan dengan tetap memperhatikan kualitas yang baik dalam
penyusunan modul praktik perancangan kontrak (Komitmen mutu). Kemudian langkah selanjutnya dilakukan
pengumpulan literatur terkait praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan penulusan literatur di
perpustakaan Universitas Maritim.Raja Ali Haji yang dalam proses ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab
(Akuntabilistas) dilakukan dengan kerja keras (Anti Korupsi) dan mencari dari berbagai sumber (Komitmen
Mutu). Dan langkah selanjutnya dilakukan pembuatan peta konsep draf pembuatan modul praktik perancangan
kontrak agar isi dari modul lebih terarah dan terkonsep yang dalam proses ini dilakukan dengan kerja keras
(Anti Korupsi) dan efisien (Komitmen Mutu).

Kendala

Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 pelayanan perpustakaan ditutup sehingga peserta
harus menunggu jadwal pembukaan perpustakaan agar bisa melakukan berbagai tahapan sesuai yang
direncanakan.

Nilai - nilai Dasar yang
Relevan

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pengumpulan berbagai
literatur terkait modul perancangan kontrak terwujud nilai Akuntabilitas, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
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Kontribusi Terhadap Visi dan
Muisi Organisasi

Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi limu
Hukum yakni, visi Prodi llImu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis
kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset

Penguatan Nilai Organisasi

Mencerminkan nilai keteraturan kerja, profesional, integritas, dimana mengumpulkan literatur/standar tentang
penyusunan sebagaimana nilai-nilai yang terdapat di prodi ilmu hukum

Output Kegiatan

1 Kumpulan dokumen Standar/acuan dalam pembuatan sistem nasional
2 Daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak
3 Peta konsep modul praktek perancangan kontrak

Manfaat / Hasil Capaian

Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah:

1. Panduan pedoman penulisan modul dibuat sesuai standar nasional

2. Peserta mendapatkan daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak
3. Peserta dapat membuat peta konsep-modul praktik perancangan kontrak

Analisa Dampak Jika Nilai
Aneka Tidak Dilaksanakan

1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dalam
pencarian standar acuan pembuatan-modul, maka modul tidak terarah dan kurang berkualitas

2. Jika peserta tidak . mendapatkan daftar judul buku maka modul yang dihasilkan sulit untuk
dipertanggungjawabkan karena tidak berasal dari sumber yang valid (ini melanggara nilai Aneka yakni
Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi)

3. Peserta sulituntuk membuat peta konsep modul praktik perancangan kontrak
4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.
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Tabel

2.4. Capaian Kegiatan 111

Kegiatan / Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah'praktik perancangan kontrak

1. Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak

2. Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak

3. Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak
4. Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak

Tanggal Pelaksanaan

Tanggal Rancangan Aktualisasi Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi
08 — 14 April 2020 20 April — 04 Mei 2020

Deskripsi Kegiatan dan Teknik
Aktualisasi Penerapan Nilai
Dasar ASN

Pada saat dilakukan kegiatan Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan
kontrak

Tahap awal yang dilakukan adalah mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan
kontrak yang dalam proses:.ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan (Etika Publik) dan
dilakukan dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas), selanjutnya pelaksanaan FGD dengan rekan dosen
pengampu mata kuliah'praktik perancangan kontrak dan didalam proses ini dilakukan dengan pikiran yang
terbuka padatkritik dan saran (Nasionalisme) saling menghargai hak berpendapat (Etika Publik) dan kejelasan
target (akuntabilitas). Tahap berikutnya ialah membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu
mata kuliah praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan cermat (Akuntabilitas), jujur
(anti korupsi) dan penuh kejelasan (komitmen mutu). Dan tahap terakhir pada kegiatan ini ialah
Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini
dilakukan dengan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme),
serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh
kejelasan (Komitmen Mutu).
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Kendala

Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji
menerapkan sistem WFH (Work From Home) sehingga FGD hanya dapat dilakukan melalui media daring yakni
Zoom.

Nilai - nilai Dasar yang
Relevan

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pelaksanaan FGD dengan
dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak terwujud nilai Akuntabilitas, Etika Publik,
Nasionalisme, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

Kontribusi Terhadap Visi dan
Misi Organisasi

Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yang sejalan dengan visi
misi prodi llmu Hukum yakni, visi Prodi llmu Hukum vyaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul
berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmuhukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ini menunjukkan nilai transparansi, berorientasi- mutu dan kejelasan target dalam Prodi lImu Hukum

Output Kegiatan

1. Maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak
tersampaikan

2. Diskusi terlaksana

3. Notulen hasil FGD

4. Maksud dan tujuan tersampaikan, hal ini dibuktikan dengan : foto

Manfaat / Hasil Capaian

Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak adalah:

1. Peserta mendapatkan masukan dari rekan-rekan sejawat dalam pembuatan modul praktik perancangna
kontrak

2. Peserta mendapatkan informasi terupdate terkait materi modul praktik perancangan kontrak

3. Peserta dapat membuat modul praktik perancangan kontrak yang bermutu

Analisa Dampak Jika Nilai
Aneka Tidak Dilaksanakan

Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu,
dan Anti Korupsi. dalam Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan
kontrak, maka FGD tidak akan terlaksana dengan baik

2. Peserta sulit untuk membuat materi modul praktik perancangan kontrak dengan informasi terbaru

3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan 1V

Kegiatan / Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak

1. Membuat bahan seminar

2. Pelaksanaan seminar

3. Membuat laporan pelaksanan hasil seminar:dan menyampaikannya ke atasan

Tanggal Pelaksanaan

Tanggal Rancangan Aktualisasi Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi
15 April — 20 April 2020 5 - 20 Mei 2020

Deskripsi Kegiatan dan Teknik
Aktualisasi Penerapan Nilai
Dasar ASN

Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni,
tahap awal peserta membuat bahan seminar yang dalam proses ini disusun bahan seminar modul praktek
perancangan kontrak dengan -didasari olehtinovasi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu), sopan (etika
publik) dan

Peyusunan modul dilakukan dengan kerja keras, disiplin dan jujur (Anti-korupsi). Tahap selanjutnya adalah
pelaksanaan seminar kepada mahasiswa yang dalam proses ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
kejelasan target (Akuntabilitas) selanjutnya didasari oleh efisiensi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu)
dan

Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi. Kemudian membuat laporan pelaksanaan
seminar. modul praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan tanggung jawab,kejelasan target
(Akuntabilitas) kerja keras (Nasionalisme) dan efektifitas, orientasi mutu (Komitmen Mutu).

Kendala

Dikarenakan masa pendemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan seminar secara langsung kepada mahasiswa
dan harus’ dilakukan secara daring yang mana terkadang terkendala oleh gangguan sinyal mahasiswa saat
melakukan daring.
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Nilai - nilai Dasar yang
Relevan

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek
perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi

Kontribusi Terhadap Visi dan
Muisi Organisasi

Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi llmu Hukum yakni,
visi Prodi lImu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat
nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, akuntabel, sinergi,tranparan dan
kreatif.

Output Kegiatan

1. Bahan seminar siap
2. Seminar dilaksanakan dibuktikan dengan foto
3. Laporan hasil seminar siap

Manfaat / Hasil Capaian

Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah:

Mahasiswa mengetahui manfaat pembuatan modul praktik perancangan kontrak
Mahasiswa mudah memahami materi perkuliahan praktik perancangn kontrak
Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima.
Pengamalan nilai-nilai dasar PNS:

rpoODNDE

Analisa Dampak Jika Nilai
Aneka Tidak Dilaksanakan

1. Bilatidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi maka tidak akan tersampaikan maksud dari pembuatan modul praktik perancangan kontrak
kepada mahasiswa karena kualitas yang kurang bagus dari modul praktik perancangan kontrak tersebut.

2. Mahasiswa sulit memahami isi dari modul praktik perancangan kontrak

3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan V

Kegiatan / Tahapan Kegiatan

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak
1. Membuat laporan pelaksanan hasil seminar dan menyampaikannya ke atasan
2. Membuat laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak
3. Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi'modul praktik perancangan kontrak

Tanggal Pelaksanaan

Tanggal Rancangan Aktualisasi Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi
21 - 23 April 2020 22 Mei — 2 Juni 2020

Deskripsi Kegiatan dan Teknik
Aktualisasi Penerapan Nilai
Dasar ASN

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak dilakukan 'dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, tahap awal
peserta Membuat angket untuk evaluasi modul praktik perancangan kontrak dengan mempersiapkan modul
dengan efektif dan efisien (Pelayanan public) berorientasi mutu (Komitmen mutu). Langkah berikutnya
dilakukan pembuatan laporan evaluasiimodul praktik perancangan kontrak yang dalam membuat laporan modul
dilakukan dengan kejelasan target (Akuntabilitas) dan transparansi (Pelayanan Publik) peningkatkan kinerja
ASN (Manajemen ASN) serta sopan dan hormat (Etika Publik). Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan
kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan
sopan dan santu (Etika publik) tepat waktu (Akuntabilitas) sesuai dengan berorientasi mutu (Komitmen
mutu) musyawarah mufakat , menghargai pendapat orang lain (Nasionalisme) koordinasi dan kolaborasi
(Whole of Government).

Kendala

Dikarenakan masa pendemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan penyebaran angket secara langsung untuk
evaluasi modul sehingga harus dilakukan secara daring. Dan kordinasi kepada atasan juga terhambat karena
harus mengikuti jadwa WFH (Work From Home)

Nilai - nilai Dasar yang
Relevan

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek
perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Whole of Government
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Kontribusi Terhadap Visi dan
Muisi Organisasi

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi IImu Hukum yakni, visi Prodi
lImu Hukum vyaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional
dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis
pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset

Penguatan Nilai Organisasi

Mencerminkan nilai komitmen mutu, profesional, koordinasi dalam Prodi lImu hukum

Output Kegiatan

1. Angket siap
2. Laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak siap
3. Persetujuan atasan

Manfaat / Hasil Capaian

Manfaat dari melakukan Evaluasi modul praktek perancangan kontrak adalah:

1. Modul yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan
mahasiswa

2. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima.

3. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS.

Analisa Dampak Jika Nilai
Aneka Tidak Dilaksanakan

1. Bilatidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu,
dan Whole of Government maka modul yang dibuat peserta menjadi tidak jelas dan sulit dipahami
mahasiswa

2. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.
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BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari core issue yang telah ditetapkan adalah “Belum Optimalnya Penyusunan

Modul Praktek Perancangan Kontrak di Prodi llmu Hukum Universitas Maritim

Raja Ali Haji ”. Berdasarkan isu tersebut peserta memberi judul Aktualisasi ini

Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak di Prodi

IImu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Melalui kegiatan aktualisasi ini perserta dapat mengimplementasikan nilai-

nilai dasar pegawai negeri sipil (PNS) sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor, nilai
yang paling dominan untuk diterapkan adalah etika public karena pada saat
berkonsultasi dan meminta saran erta persetujuan dari pimpinan harus
bersikap sopan dan santun juga menggunakan Bahasa yang baik.
Kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan akan
memudahkan atasan dalam memahami maksud dan tujuan peserta; serta
menerapakan akuntabilitas,komitmen mutu, Nasionalisme dan Whole of
Government.

Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak nilai yang paling
dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu karena dalam pembuatan
modul-praktik perancangan kontrak haruslah memperhatikan kualitas dan
dapat dijamin kebenarannya sesuai dengan aturan yang berlaku; serta
menerapkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi.

Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik
perancangan kontrak nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah
akuntabilitas, dalam melakukan diskusi dengan rekan kerja sejawat harus
dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejelasan target yang ingin
dicapai, dan dilakukan dengan cermat; serta diterapkan nilai nasionalisme,
etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.

Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak, nilai yang paling
dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu, karena dalam

pelaksanaan seminar harus dilakukan dengan berorientasi pada mutu sesuai



5)

B.

1)

2)

3)

dengan aturan berdasarkan prinsip keahlian untuk mencapai hasil dan
mendorong Kinerja peserta; serta menerapkan etika publik, nilai anti korupsi
dan akuntabilitas

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak,nilai yang paling dominan
untuk diterapkan adalah pelayanan public karena modul yang telah siap
dilakukan evaluasi dengan prinsip tranparansi karena dapat diketahui baik

oleh pimpinan, rekan kerja maupun mahasiswa nantinya.

Saran

Saran yang didapat dari laporan hasil aktualisasi ini adalah:
Bagi Peserta.
Peserta dapat menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam setiap pelaksanan
tugas dan menjadi contoh dilingkungan tempat Kerja, serta memberikan
motivasi bagi diri sendiri untuk melanjutkan pembuatan karya tulis baik
merupa modul, bahan ajar, maupun jurnal ilmiah.
Bagi Rekan Kerja.
Dosen pengampu mata <kuliah praktik perancangan kontrak dapat
menerapkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi sehingga tercipta pegawai yang professional dalam
menjalankan tugas sebagai dosen.
Bagi Organisasi.
Aktualisast ini dapat memberikan sumbangsih dalam penambahan penilaian

untuk meningkatkan akreditasi prodi.
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kepentingan dalam maryarakal

3 . Mema nam: Fugs yany harus dilakranalkean dan § N lecn
penhngnyea kinefja unhuk organrosi
4. melayant masryaraka® fecoarc adil dan mer
S -Menun]ukkan rtl;ap netralitay Py dar pen s erteniu
¢ Menunjukary sileap dan pri_fqh.u _‘:ECU“ . e
F mEn(gau!-uqliranLcan mleu - nilad '-Uyabi[]{-ar_
-‘Pengerﬁan Alkunrabihtar
S l\’eLuCl]tbaﬂ pertanggun fj]'o.u_‘ alka yany b A dffﬁprt; _
- Aluntapilicos merujul pada @66 rehap heividu |, Welompel

atoau mﬂ,ﬂ-u'rl' unturle _ung‘jatoab yang menjadi

P T acdalah m@n}amin +erwujudnl¢j4
publit yalk

amanahnya . Ama
ndai -nilay publik

1. Mmampu meng (han yang tepat dan benar lcehlg
tedadi lofffigk Yeepdnnagan publik  dengan kepenhingan
Celgtor ol , dan pribed

~oman don kertadaran untule menghihdar

ceterlibatan PNI  dalam polih bk pralkhld

lelulian warga hegara  fecarn roma dan odil dealom
ggaracn Femermt—ahqn dan pelayonan qu'.-ik- .

menunjul kan ctuop dun prlakku yang kontirten adan

clapet
cliancdal lhan  1ebagal

pPenyelengogara peverintahan

Arpen - Arpel  Alunrabilitar

« Akuntabilifat  adaloh  febuah hubungan
2o hubungan Yang dime kaved adalan hubungan dua pihale

antare indivndu o~ kelompol / insturi edengan negare, dan

maryaralot | Pemketl | euenangyan bertangung)aweab
Membecilian arahan yang memadal . himbingan  elan
menygalokalikan fumeer daye seruen dengan fugaf dan
fuUng fin—a
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2. Akuntabilitas  becorientari pada huri)

2 Haal yang  dihareplean dari  alkunta bilitay  adalah pritalky
aparal pemerintahr Yang Gertunygung) awab adtl dan 1noveatF
3o Auuntabilitas membutuhlan adanye  laporan
Ulaporan kineqe acdalah perwujudan  olari alkuntabiliter Denyan
membenban laperan kineda berarti mampPu menjelarhan ferheclap

Findalkan han! Yony felan ditapa! oleh individu ;’ke.lompoklmfh’}vﬂ'
ferba mampu memberikian baun nyata eclan haril dan proses
Yany telah dilakuuwan .

4 - AluntabilitaT memeclukan konfekuenti

L konse kuent) tecrebut etaped berupa penghar

\ U Cenlory
S Alkuntabilitar memperbaial Kiner o
' 4 Unfule memperbahkf k;nerja PNY  Adalg m ab pelayancn
kepadu mamyaralat . Palam  hal ind

ql') Inclividu /
Kelompok / inshiurl akan diminta

albhf Yaney terlbat cdutgm
feningliatan f(merja.

Fange y)awaban secarq

3l

clan berpoiear

‘ Penh’ncj nya A Jeuntablitar

I ON5 perlu merubah crhrany Tacl

elayan mamyaralat dengan
Mengenaluan pl

ntabilitar  untyic

membentul (tleaP

dan prilalu PAs pengedepankan lepentngan patlik,

Impacsial dan
* Alunta bilitar o rip darar bag organ rar Yang berlaly
padu fet

it erggn farl Yany mempakan Lewe)iban
ke peicle q+aranmjc. .

Gk untabilitar™ Puplil
menyed!tkdl an

kentwol demolcatil ¢ peran demekrasl)
FN9an raembangun rugtu fittem Yoang melibatlan

Stakeholders  dan  wurerr yang lebh luay .
b untuk meaceqah o

oruPsl dan Penyabkgunavaﬂ kelua raan
C- Unryle mening Liathan Q‘:‘n‘leﬂli dan epectivitay (pecan

’oe?a)o\r ) .

Almunfabilitm‘ Pubhk tecchry atar 2 macam  yajtu al.(unf-ablh-fcﬂ
Verh’hc\l , alcumta bilitar l’\orftOn'ioJ .

|- Alrunta bilit as vVerpted  adalah pertangoungjawaban atas penge -

lelaan dana leepada otoritas yane lebih tingg)

K Mruh el ESS Lerivontal acquah Pfri‘arn;gm.«noj)awaéqn kepoda
- Manyaraleat luar . '
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Tinguatan dalam Aluntabiliver

4 » Alcuntad litas Ctak eholder
A ™
3 »  Akuntobilitos lcelompok
| a

»  Alleuntabilitet Individy

P Akuntabibitar persona)

Akuntabilitas  Perroral

W Alcuntabilitar Pfrro;ﬁal mengacu pacda nilan - nlar Gang g el

pade  diri fesporang ceperti  keTuTuran | i egrad mago! dan
e;ua.

“AnuntabifiFar Individu mengacu Padies
lIneglungan kerjanyg

tar (ncliviely daq

Auntabilitar lkelomp ol

kefjagama  Yag Eagg1 gaiq

"'7"""‘"-'--.'.-_ l‘le(u’.‘h"‘t‘?f"z“"‘tl Yany ade
dalem  febuah

@peranan yang penting dalem
Jan o) d;hqr‘ap'-tﬁﬂ

mrhkuri

. Auuntabilites  Orge,
yang telah  eli g

wiengacd Peceler hanl pelap oran Winer(c

Pelaperan yang dilaku b oteh indivi du
oganiTan  liepade

ttaleeholcder yang dimaglrvel acdaleh
M. Pengguna {ayanan s dan pemtayar pajak

giltan marulian csaran dan Lrikik derhe gy lkinerjanya.
PNJ YANG AKUNTABEL

Keberhanlan

A- Indikator

uu Ne- & tahun 2014 pe nyelenggaraan kebiTalan dan Manajemen
ASN berdatarkan pgda asas

kepashan hukum | Profe i gnali tar,
Propor sionalitay, keterpacluan | delegart , hetralitaT | qucume 6I'|"'1“aT,
eFekﬁF cdan efisien ; lteterbukaan , honalirier o nat ¥ rperrabuaﬂ cdan

keratvan , keadillan clan kesetaraan . dan ke reJah teraan

g - Apo yang diharapkan dar seorang pnr 7 penigha Individu
e Perleld berkaitan dengan T}am-parqnn' doan Akiter Informari
' b. Menghindari Penlalu yang turang oan Loruph
€ Perilaku techaclap penggunaan Cymeer daya Negare,
L F - Penlaliu 6 erlaitan

clgn Penyimpeingan ¢ Penyaun acn
Sertta

D
INFormag Pemenntaldl ale
i 6 Penleleuw bertaltan denc,qn. Uop plik f«(erpem{qun_



'Name @ Lia Nurainn Nagionalisme

Ang k etan v

Narsionalitme recara politi; => manifertar! keracaran nariona

Marionalieme  Pancasilo =) pancangan /paham ket ntaan manusic

Indonenia terhqclgp bangse dan tanah airnya Yang didarartan

pade “fll.“i - nilar Pancarila .
.M C!clcfl'olh Jeesetcan f\‘.’fl'.'llﬂ%i Y9 cibenlkan IndIU]OlU
» Tupuan Pembelajaran

ASN
 memilik) jiwe nastonaliTme Pancasile yany ka

m Eh.jlo lenkan

Fungsi dan tugarnya .

WNila -nilal nasionalitme Peama Poncan'aWbaa AFN la 1 dan Jilal)

a. Pemehaman  dan Implementan il
Naha Eru bag; Aparetur |

jalanhan Tugas hya -

L. Pemahaman dan Implemen
AN dalam  menfalan

vV Percaya & taqu o

v n e

cal 9 m@nﬁjhai' emelele agama dan kePGr’CCl(jGO\(\
eNalankan djaran agame, dan kepercayaan
fuaty agame atau repercayaan ferha dap

Nesienaliyme Pancarl e bgi AIN (rila 3 5/d rila © )

a. Pemahaman dan Implementad! mlai - mdal ketuhanan

Yang Maha Eta hag Apacatur fip1) Negare Ay ) clalam

Yher\"lalqnhan tugarnya

b . Pemahaman dan [mplcmenton
baaj'\ As~  dalam men’jo\[qr\hqn tug darnya -

dan \mPplementar niled - nilal

Nilai - nile kemanun éan

eadi lan ronal

C. Pemahaman
baﬂji AN dalam menjalankan tugasrnyeg.

3) AN Sebaoja; Pelak rane Webijalan Publi

a - ,A«H\) gebaqo\i PelaL{ran& ket ifakian pubi§k
b . ATV yany berorientam pacda kepenhngan publih .
c. MV Lerintegron  binge 142



|
d. 1mp1emgnta:f ASN Sebagal Pelakmna\ leepijakan pu&lik

4. AN rebaqw Pelayan Pyblik

a- ASNV  Profenonal

b AsN Yang wmelayam Publih

c. NSV Leritegran Tinggi

d- Implementani AIN properional dan melayani yang berinfegran
tingg)

5. ASN Sebagal Perclal dan Pemerratv Banora

a- AsN  Sebagal icbacja{ pemerratu  bangsu

h. ASN  menjuga kondiri  damal

sily ke -1 ( kemanusiaan Yang

ad s

vmengakw keberadaan manurt
Yang paling Mmulia
vV menga hw  harkat dan m artabad

v mem perlaku lan |
rarq terhadap orang lan

v mengembanglan§y
huw regale bangra.

perrarvan can e farvan  Serta I'M‘P?nh'r\c,an

bangsa dan negary cebagar kepenhngan
epentingan pPribad: /C]O|0ngan_

_ berkorban untuk kepenhngan negarg dan
diperiukan .

v meng embdno han rara Cinta tanah air dan 60!”91'6; Ao e

vmenojem qnc‘jhar\ raya KEbEh@qaan berht’:‘bdnqr&an dqn
bertanuh air Indonenc

v memelithara  letechban dunie  yang berda tarkan L“’—Mefdtbtqqsm)

perdamaian dan keadilan corlal
v mengembanqglian persatvan |ndeneria arar bhine lu Tunggal (ke

vV meme)uban pergaulan demi pecratvan dan leratvan bangrq

Cila e = 4 Ckerauqm-an quncj d}p'pmp{n oleh J‘]ll;(ma{» kebiraummqn
dalam permuryawatan | pPerwalilen )

v- kedaulatan negare ada ditangan raliyat

Vo mahun «v ndoneria Wwarga manjaralat f4gn
mempunsjo\n Ledvcoan hak oan I

v o munjqwarah  uanhobw mencqqu"?’
kguelua%qar\

warga negare,
¢ wejibun Yans Sam
mufalkat eengan femaqsa,(



Vvim
engutama lan muryawarah dalam fenap .
keputuran Mengambil

Sila hke-6 ( keadlan sersial loc«gi felurvh ralygt lndonen‘c\)

vmewujudlan wkeadilan dalam lkehi
hielu
bernegara pan bermaryarcalat dan

v melindungi  Seluruh raliyat Incdenesa dari becbagei marslah

sosial
v Y&ern’lmp adil dan Sulbe memben ‘oen—o[onc)qn

v mewwyuduan kerejahtecan bagi rekap warga negare

v Cinta kemajuvan dan pembangunan banqr ned olan
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Nama : Lia Nuraind ETIKA PUBLIK
Larsar C(PNT '
Anglatan ¥ oleh : dr.Desy Arianm G., ™ .8IOMED .

UmRAH

TN OIKATOR HASIL BELAJAR

01 . Memilikl pemahaman tentang kode etk dan perilaku pefabat publik

01 - Mengenall berbagal bentuk Sikap clan penlaku yang bertentangan
dengan kode etik dan perilaku dan implicasi dari pelanggaran kode
ehk dan periaku bagi dinnya ;

03. Menunjukkan Sikap dan perilaku yang serya dengan e etk dan

Perilaku selama Diklat .

PENMGERTIAN ETIKA

ETHOS (Yunani ) - watak, Adat whaded |, kebiatac
< Menurut Berrenr (2000 )

v lmu tentang apa yang baik dan ar dan tentany

2. kumpulan asar atay hilai van ) dengan akhlak

3. Nilal mMengenar benar dan sala

dianut  tuatu golengan
atau maryarckat .

 Menucut Kementen

ral yang mengikat fesecrang atau
fekelempok orad

engatur sikep , Fncdakan ataupu utapannyg
- Menurut  Rico e

fagoan hduP Yany baik berramu dan untuk erang lain
. yany qeil . .
paRam:  jebagai reflekti atar balk / buruk  benar /ralah
laleukan  atau  bagaimana melakykan Yang bak atay
eclanglcan meral mengacu pada kewa)ban untuk melciley kean

Yyany baic qgrau aPa yang seharurnyg  dilakukan
PENCERTIAN kONT ETIk

« Kode ¢t adalah aturan - aturan Yyany mengatur hnghah loky dalam

fuatu kelempok khu:url Cudut pandangnya hanya ditujukan pada hgl-
hal pantiP dalam Gentuk ketentuan - ketentvan terhylis

» Kode ehk Prerent adalah  cruran - akuran vang mengatur Hihgkah laky
dalam  suatu kelompok lchusus clalam  mary . melalui
Yyaneg diharapkan dapat dipegang teguh oleh
tertentu

ketentvan terulir
sekelempok pro Feriong)
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Kope ETIk APARATUR SIPIL NEEARA

2 1- Melak fanakan rugarnya dengar\ ‘]:u‘j’ur , beyt—an(a@ur\ojrqwqb , clan
berintegran +Hogoi .

2. termat dan cifiphin
melagani dengan fikap hermat | copan dan tanpa tekanan

melak fanalan tugas seruan dengan percturan peruuan Yang berlaky
C.

Melaksanakan tugas sesuar cengan permrah ataran /perakat yang
berwenc«ng fejauh hdak bertentangan dengan ketentuan peraturan
Perundqnq -~undangan dan etika pemerintah .
€ Menfaga keRahatiaeun yany menyangkat leebija ke
P Menggunakian lekeayaan ean barang milik he

G e & Eer -
tanggung jawab |, erel Hr dan epirien.
- menjaga  agar hdalk

9 . Memberikan
pthat lain

Lo

Fefjacli Leonplik kepen

an
Intormar fecara benay

efet lkcan kepada
10 - Hdale menyalahgunaian inferman

'??"Q;" ,+u9qj , CraFup
leekuascan olan Jebatannye  ubtbh mendépat /mencan keum—u,ne,qn
i Mmemegahyg tegah nilar da

) dan felqlu menyagg repatan
dan inteyritar ASN

1. Mmelak rancqlan Y pe n pecundang - undangan mengenau
AiriPh 0 pegawan AS

PEMBENTUKAN ETIKA unturan  Thia  Publik  elan kompetentl
ENTU

L di \ . Pengetahvan teatang hulkcum
Tangat  dipengaruht Peng
di sManajemen program
= Pola didik keluar

Kompetens!
" Manajemen (trategis Teleniy
- Budagq ra cmanajemen fumber daya
- Adat (vh vManajemen njlay
" kebiavaan v kemampuan penalaran moral | | o petenri
-‘ln(ouungjqn v moralitar pl’lbadt‘ e,h‘.-(ﬂ
A . v ehla Organisa sional
Fungsi Ehrua '

\- Sebagal ukuran bak buaruk , wajac, dan hehar -salah

. > ' |
2 . Janduran kerhndak  dalam cebuah Lehiddpan kelek WF yangy proferiona

3. Untuk menjalankan view dan miTt lembaga /inshiun

SUMBE R ETIKA

fambungan - Tuntutan fhial puelit
L Agama dan kompetenn —
2. linglung an maryaredsat umum o penilaian dan penetapan hyuan

o keterampilan  manajemen

n gaya manajemen

v kepemim pinan po\.mk dan organitasi
)

3 . Peraturan - peraturan FOrmo\l

a.- Unglkungan ketetanggaen

s. \inglungan keluarga

¢ Hat nurani individual

I,
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BENTUl RENTUK KODE ETIk DAN IMPLIKASINYA

I- Pentingnya ehle dalam ururan publik
v Pengg Unaan Lekuaraan

- legifmar!  kebiteltan
3 lkonFlik  kepenfngan

4 cumber!) Lode ehk Eagi ASN
r.

Implikan kede ehlc dalam Pelayanan puklin

DENMTINGNYA tTika DALAM URUSAN PuslLik

¢ Etika berkaitan langsung dengan Sirtem nilal manusia

- ttika mendorong tumbuhngya moralitay | nilai -nila
- thia membert inrpicas) kepada manuria unku
menemutan dan menerap kan nila

-nlal ya
dan keclama ian

UMmeot manune

Curiner - SumMBRER kopt ETik PNS

t- PP Nomor 11 Tahun 1959 4eprang (dmpah Ja

an Pegawai Negeri (ipil

dan Angoota Anglctan Perang
Kepada Rawg at
2. PP Nomo, 21

latan) Rakyal, A-paratur be&angejuﬂ?‘]amb
s A

\ Talun fumpah /Tan)y  Pegawai Negeri
Sipil . Mg A

P ndjemen nege o ereltir dan epmien

3 PP Nomor 30 Tahunm

4 pp ~Nomor
s . pp Nomo r

¢ tika Pemermtahan

CUU no. 2¢ Tahun 1999 )
Axrat ayxal Umum penge-‘encj Garaan Pemerintahan
keparhen  hukam

Terhie pPenyelenggacan negacg
Kepenhngan umum
ke eter Eulecqan
« Propersiongitay
+ Profemn Onall"tﬂ‘! —
. Awuntoabilitas
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Nama :hia Hurain,

Angkatan 1V Komitmen Mutu

* Peserta mampu menqu.ml[rcui kan hadakan yang menghargal epelctivitar
eftrienn  movel't  dan kinedqa yang beronentali mutu , dalam
Penyelenggaraan pemermtahan dan pelayanan publik .

Tfekhvites | Episiem
Incvar! , dan mutu
Penyelenggaraan
Pemerintah

Kemitmen Mutu Pokou RBahatan
n kemirmen

embangu
mutu dalam
penyelenggarcan
Pemerint ch an

Awrcblirean oves) _
kreahuitas dalam

komitm _
menciptakan [novao™
‘kKomitmen Mutu |
melalul Pgndekod’ﬁﬂ
Lrovahs dalam

penyelengg arcan
Peme ntah an

gisiens inovasl dan muhw

dapet men C‘CJPq.i o an y an9 chtretaplan

orgamsan
d’:uerjahanf“d“ :

atau  berhas) mentapai  aPapu” Yang coba
Fpeuhvitar organiian berarh membenban barang atau §aTa

Yang dihargal oleh pelanggan .

2. gpiTieng! organitar
v yamlah sumber daya yang digunalcen untul mencapal tujuan

.f,)n:g,anl:mritb"‘a1
3 - kKonseP lInpves!
Y novan barang donjasa adalah cace utama dmana  pyatu
Orgqniraﬂ' 'beradapt-ar" E
erh |
o . .cadctP perubehan —perubahan cb
P , Yeleno o9l dan persangan
v inovan muaaul karena Qdanysq dorongan kebutuhan Orqan]rcdi/
Perusahaan yntul  beradapfesl dgn turotan perubehon ¢l
ya -



:“kon?ep Darur dan Pengerhicin Mutu

CMAU mecupakan  falah sqhy

ftundar Yang menjadi oarar ynhuk
Mengulkur  capaian haril Lede .

= Mubtu TUge dapa_i' adacli lean f{:‘baqﬁl'
cdengan Predul /Tesa

alat pembedu ctuu Pembanding
lembaga

‘ rejenir fQInnqa , Yang diherilean oleh
sebagan Pei‘cﬁng .

Ofganisan  dyu
MUt untul menete
pkan perencanaan mutu cu
Mmem buat  sranclar I~ P , termacule

Yang akan menjaci
preses  [mpPlem ) : )
P entas . Sampa

lain

pedoman dalam
ke pengacwoeran dan per an mutu .

N'lla'l -Y\I]Q\ Dagar Or]en»i—aﬁ Mutu

" Manayemen mutu

h’\anajemen rhu!-u —|-erpadu -ferc(l:{'l. atay keg,q‘hq

"d n m j:i n
a t \
9 eliba ILC-'. feh CIP Oraﬂq cl

N b erke,'qnju‘h:m

Bishbone Manajemen mut

R : '.:'-.".fr._:_-._..-, G n m U_*‘u
Mutu )
\

(ng Hkug! 1
pemer(ntah

lAner)a
" Rermutd

output dan

OurcomMme

1mplemeﬁ*’95’
dan 'gemdqwal‘an
mufu

1 i atar menct ajohkan
Becdasaruan gamear Fithéone manajemen mutu al }

bohwa Sehap (nthtusi pemerintah harus memlikl target capaian

kinerjo bermutu  baik kinefa b2 individval maupun Kinena
organm sasional -

Beberapa Telnm / metode Perbeikan mutu
a.metode Pan do Check Act CPDCA)
_ Plan ( perencanaan) idenhpikon perma:ralahqn

- bo Cmelahfanakan) rencana  akn yang telah clirvun

~ Chech CPemerih rqan) apalkah rencana alcs yang fudah

dilakalan 4elah beraldagg femeshnys 17



Nilar - nilat Dasar Orientan mutu

Menurut 2eith malh -

) Tangible ( nyata /berwujud )

2) Reliability (cehandalan )

3) Reponsiveness (cepat tanggap )
4) Competence ( kompetens )

%) Accers (kemudechan )

©) Courtery (keramahan )

) Communicahon (kemunikan )
¢) Credibility («cepercayaan)

9) fecunky (keamanan )

10) Understanding the curtomer CPe

pelang gan )

Tmplementan Maubu dalam la

: . m bailcl
tam yang dClPQ‘I' i lahu llan unfta emperbal

muta  layanan dari ASN hep antere  lean

- mematam Fung9s , tugar
InThius

- memiliki Wo

iy, cdlan  peran Yang dibekan

al dengan  bidang pelkerjaannye,
- merentana lan layanan yang alan ditem pilican
pelanggan yany akan cilayant

pebengauer menguaral telnil pelayanan

- mema ham:

Al dan saran yntul poer baiuan le depun

hubiwm  Uu No. ¢ /2614 Femang AN Pasal 10 11, n

Pendeliatan TMoVaHE dalam Pengyelenggaraan Pemenntahan .

2implementur Pendekatan inpuahe dalam penyelenggaraan laganan
pemerimtchan merupalian Lenircqyaun khufurndgg odalam ranglyg

meninguatian kepuaranh publikh atar  (ayanan apecehu,

B Upaya Penln@ua“nﬂ produltivitas PNy
- Pe”'""‘a Leedain komfefenrl
- mohvedy )
- peneqahar\ eiripho
- Penqawamn secara profe
agal betap berata ol ]‘qlur Yang tepat

Peﬂ‘d\lm Paﬂ‘gﬂ,n . 50 Q“(

r'\o-naJ untu menngqf' Linef=s PNJ
hdaw melakutgn
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Nama - Lia Nuraini ‘ |
Ac:ic_}kal'aﬂl % IFJ Anh }’fO.Rupn

latrar CPNC

Tujuan Mata dikUat anh korups

Dtharapkan pesecta mampu  mem bentuk Perlaku Yang amanah dan jujur
Serta berperan dalam Pencegahan kerupri  dilingkungannys -

Pendahuluan

s kata kerupsi  beraral dart bahara labhn yaitu Corruptio arbnya

Kerusakan |, kebrobr okan , dan kepbusukan .

' Kerup fectng dikatakan sebagai kejethatan Ya (paru

Dompalk Perdaltu dan Tindal Picana korupsi

¥ Negaru korup harus mem bayar bid@a hut ang lebih berar

2. Harga nprashulktur |ebih h‘nqc}

- Tinguat korupi; Yang lebih HHOJQI\ e
Pendapatan can kemislunan

4 korups Menurunkan
ekonomi

wd

gliatkan  Weh mpangan

renanhya menurun lian pertepm buhan

5 Pemepn korups! Yang leuat  dan negatif  terhadep

arus \nvestar)
e - Negara - nhegara \anggap memilila tinghat kerupsi yang
relatir vepdak lu enartk nvestali lepih bangal dap)

Ban  leorups)

lco fups

pidanc oleh undang -undang bertentangan dengah hukum ,
dilakulan den«jom keralahan oleh fereoranq .qung Mamp u
berwnqqunqjqwqb

« F Jeniv Jeorupn ( fyed Husein Afu*‘or)

v Korueri Tranralchf | korupri yang menunjukian adanya Leejepeladan
timeal balik antara pemeeri can penerima , dem: keunhungan
berrama . Kedua Pﬂ;\ak fama - fama  aktii menjalankan pPerplatan
Yerrebut

1. Korupsi ekrreoalAE jeerupsy Yang menyectakad bentuk -beatulc Lkperri

Ctelcanan ) tertentv amana pihalc pembert dipakra untuk menyoap
Gun« rﬂcncegah kemg.'qn yang mengan cam df*“"; kgpem.;mj;m/
Crang - erangnya . lockau hal- geal Yang d”"lfll‘gqi.

A\



. : ) e CNaAWAran
-l(eruPﬂ invertic , korups) yany mengerredean mehbeid kan fUQmP naw

barang atau jaia lanpa adanya pertalian lang fung olengan ke“m“’”':lc"‘
bag pPemben . Keuntungan dihacaplkan auwan diperoleh eimara yang
akan datang

L

Kerupsi Nepotirhl | korupri berupa pemberian perlakean khusur kepedq
teman otav yang mempunyai

kedetkatan hubusgen dalam rengloe
Mendauelulc jabat'an Publl.k

6 Korupsi Autogenik

, kerup i Yang dilaiculean wdividu bearen o mempUnye
kerempata

N tntule mendapat keuntungan dart pPengeteh
pemahamannga etar  jeryohy yany hunga dilketahy;
¢. Korupn  Superrif

. kcruprl' Yyany mengacu peod
Yang kendufif ynmul melindung) attiu mempe

Suafang

h 0 Y epercd aan

Hndak korupn yang lam

* Kerupsy Defensir | kerupri yany  terpau s cutian  elalem rangla
Mmempertachankan dirt oan pemet

~lindeale Pidana kOrUPf" menurut

1999 jo No. uu

20 /2001, erdupat 3 kelomp ) Pidata kerupf) yany kecclivy

dary + 1. Kerugion

, L. fUGp - menyuaP , 3. Pemere run
1+ Perbualen

enggelapan dalam Jebeatan | ¢ .
dal qm pengadacn ,3. gratipikar!

n delite - delik yang diadopn dar
| sk ¢ uu  Ne3/H)

Benturan
Cemua jen{y terseb rupal

kUl ¢ pyral

Falder penyeb Y G kompn'

konnitten

’Qenda‘mga pPea cdap atan Penge{engqaraan negarg
¢ . Kemiflinen ; hereralahan
. Budaya memben up et

, Imbalan Jatu don hadiah
¢ - kontel-uenn pile

elitanguapP [ehik Vendah dar Paduy keU"“‘Unqa,\
korupr

Budaya permiric /serba membolehian

Gaqgalnga penclicilian

,‘,
.

agama  dan ehke,
» Cadae Aan korupsi
S$preitued Arrounfnu//hj Yang Gaii i,

| an menghgnliwan piat
darg  akan mengharittan Vit dan mi

= ‘_/Jcmp, Ga'lt

alk
’

-~

52



‘Qt Pegawen, Hegen Sipil cpmg)

™
ama Lia Muraim l'\anu)vm?l\ Al
Al\c,kh'(lh W

AsN mempunyal peran yany penhng cdalam rangka menciptakan

maryaratat madam yang tact hukom, peracdaban modern , demokrahf

mMakmur  adil dan bermoral Yinggy  dalam rangka menyelenggarakan

Pelayanan  Kkepada maryarakat

Indikator mancjemen AfN

rmenjelarkan  koaidu kan , Peran, hal dan kewajiban dan Locl g
ehW AIN

* menjelaruan konsep Cutem merid dalam pengo’olaaﬂ Al

* menjelasua

melcanisme pengelolaan ASN Q
Pertama . Perubahan dari

pende letan Perronol imintsFrehon

J

t

Ya09 hanye, berupu  pencaratan adm.mma*n%opgqawd?ﬁ"

k
epacde  human rerource o ge,fgﬁ’ yans ‘menga n%ap

adalah copa dan febaga: gised neggm yang th & divelela
dihargen ‘ ’

baik
Kedua perubahan dan pondol{?‘mn closed:

dan dikembanglan denga

career cystem Yery

meény ede pan kan kcmp(flﬂ Amulam p'Of"‘C.ll dan peng,"ar\
Jobatan . j

\

Dasar dalam mana]tmeaﬁswl '

U no 5 m’:}hom‘ témang AN

L ¥

Aparatur r.pui'ne :\adth Profest baoi PNS dan PPPK yang
) J

bex erja f’@"ﬁ‘ﬁI mans pemerimah

N

Pegawori T A (M T ( pS dan pPPY yany dianglal oleh pejabat

o 2
pc-gbmw, kepeyawaicn ) terelim can

[

1‘ i)awal Pemerintan  dengan Perjanyan kena (Ppow )

jfg‘pu Sratur 2 Kedudy kan AIN

Jenis =) PNS (Pagal | fyer 3 Pasal 3 )
2 PPPK (Pusel i buhr 4 4 Pagald )

53



Status

Berstarur  pegawar tetap can memiliki NP recare nariona! ’5 pMS
s

Mendudukl Jabatan pemerintahan

' Diangkat dengun perjanjian kera rervai kebutuhan (ntkann Pk
PP
dan Letentvan YU

1. melakranahan tugar pemerintahan

Keduduhan
v Berkedudukan gebagal uniur aqparatur nNegara ‘l-]
PrI
1. Melau ranakan kebijakan yang ditetaplan pleh pimpinan
3 Hawg bebas dari pengaruh /iarervensi golongan clan pacral _y p3le
politik
‘Pegactr AfN dilarang menjacht anggota cdan/ atau pengururl partas

Polihle

+ Keduduuan ASN berade di Pured , Paerah daun luar negert , Namun

demiliiGn Pegawal AN merupakan fatu kesatuan .

Pecan AN ‘
funon Q Pelak sana keeakan publik
un o :
= pelayan Publm
touu No. 6//a) b pelay
(ps Youu No. 5/ ¢ perelat dan pemersatu bangsa
Tugas o) a melalftine kan Kebijakan publih
(ps 1 uu Mo ‘;/14) Yany dibuat oleh Pgabat Pembina
K epegawai@n sesual denyan keteatven
peraturan Peruvan .
b. memberikan pelayanan publik \jdn%pro:ﬂiwl
clan berkualitas
€ mMempererat Perratuan sun kejatuGn NKR)
Peran

(Ps 12 vy no S/i4) =)

febagar perencana ,pelakrana  pelakrana olan

Pengawol P(“ﬂyelcn:’r’qraqn tugar umom
pemerintahan dan

Pembangunan nasional
melalut pelaksanaan kebifakan dan Pelayanan
Publiy roFef) !

N Provesioml | Gebar dan Inttruens:
Poliri .

: 1

54



-

Name liec Norain

Anqkahzni 4 Pelaqcnan Publik

uu No. 26 Tahun 2009

kegiatan atau ranglaian kegratan clalam ranglc pemenuhan k ebutv han

pelayanan sesvead dengan peraturan perundang-undanqqn bagt sehaP

warga negart. dan pencduduk atar barany , Jara dan atau Pelayanan

adm nirkcaht yany dirediakan oleh penyelenggara pelayanan publit .

unsur penhng dalam pelayanan publih
| organirari penyelenggara pelaycnan publik

1. penecima laganar

s k@uamn f’?|aqqnc.n

pentut fPontologt birckra w1

= Pe""”)*‘embu"ﬁa" ofaam'laﬂ - konF"\‘ lewenanggn
- ke

- puphhcu" tugar dan Fungr'l
~ enggan berubah

- Red tape

Prinmp - peinsip pelayanan Prima

1 Responsif

72 Membangun vit! dan miy pelaganan

3 Pemhkenan pelqﬁhqn dan P engem bangga Poquq"

4 menetapuan _ standar pelayanan dan ukuran kinefja pelayanan

S Memberikan aprenatiikepada Pegaqu'

tha Pelayanan <oleh Asn
+ Sikap (/peilauw

« Chepren wajab

© Penampilan

- cara bepalkaian

- cara  berbicars

4 care mendengarlén

. care. bertanya .

55



Ehua darar yang dilaku ban olen Asv

- Politenes - Coof pecahve e T s
T Terpect full - tolerance
- aiem altenhve - Infermality

Prinsip - prinsip pelayanan publil
v Partivipahf

v Traniparan

vV Hdal adicknminahg

v mudah dan murah

v erektit dan etirien
v Fetporng

v atiked aksesibel
v akuntabe!

v berlkeadilan

Pola pikir ASN rebagal pelayan pubhh pr%ren nal  behay

dan interyens: Pohhh bebas  clarif xPl’l kolurt dan
hepohitme

3

dan harus melalur fahapan

J‘

Permarelahan pelayanan Publik

! Blayanya mghal

1 Proteduinyg sqlit dipenuhi
Yang bebelit - bepit

3 Pember: laqanaﬂ yang h‘dah ramah

4 Diskeiminaty

Tido ada keparnany leualitar dan (ahtu penyeleraian
layanan

¢ Tdblk franlf*r.tan
¥ Tida rﬁr!’onp‘,‘
Praunt, KEM

N

56



~———-

Nama - Lia HNurain (pholc Or Government
| Angka"ﬂn 4

Mengenal WOe

- Wo6 adalah Scbuah pendekaton penyelenggaraan pemerintahan

Yyang menyatukan upaya- upaya kelaborahf pemerintahan dac
kefeluruhan seltor dalam ruang linglkup koordina i yang lebth luas
guna mencapar +ujuan - tujuan pembangunan kebijokan mana)emen
program dan pelayanan puslik

- wo6 ditekankan padu pegintegrasian upaya - upaysa kementerian

atou lembaga pemeciatah dalam mencapai fguan - tujvan betrama .
. Pen‘m;gnqa Wob
1 Adanya  palior - Falitor ekrternal reperh  dorongan) publik
dalam mew ujudian tategran l‘eb'ial‘o‘naPVOQ'am pembangunan
dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemenntdhan yang
leb™  baik

Terkait pautor - paltor intecaa! dengan adanya penomenc

¥eimpangan  Kkapositar geioral fehagal. alkibal olan adanye
huanra kompehr amtar fektor dalam | pem bangunan .
3 Upaya untuk memaham:

pertingnye, Lkeberra maan dari reluruh
seltor gunu mMenctapa

m)UCl’\ beFGMq <
\

Prauret Wwob

carg pendeuatun Wob

| Penguatan Lkoordinuri. antar lemeaga

1 mMembentullembaga keoclinafi Ikhurw
3 membentuk -Gugus tugay

4 koalin forcl

Tantangan dalam Praltel W o6

1 kKapantey fpM  dan Inrhtun
2Mhlasdan Budayy Organiran

3 k?Pem\Mpman

frulktett WoG dalam Pelayanan Publik

I- Pelayana n Yany Gersitat adminirtranp
1. Pelaganan TJarq

P Pelayanan Garon5

4 pelayanan regqulauht

57



‘pelagano,\ Publik dapat divedakan dalam © macam po‘q pélayaran:
v Pola Pelayanan teknis Fungfiona!

il 1. Polu peloqcman fatu atap

3 pola  Pelayanan Satu pintu

4 Polu Pelayanan Terpurat

5. Pola Pelayanan €lewttonik

Pforgm:\* BesY Pracheet

" Qudaya dan Filosof!

l’“ Cara kerje yang baru

3 Akuntabilita® dan Insenh

L4 Cara baru pengembangan kebijakan , mende fam PrYram

. dan pelay anan
]

Keumngo\ﬂ Woé

Outcomer - Focused

! Berrokus padu ovt@ome Wany hdak dapat dicapal “olen, /L
‘ Sektoral Secara marry - manag

| Boundany - rpanning

| [mplementany kebrjakan heak hanye melibetkan satu ing+anri
ks

Z‘ tetapr lintar (nskansi

r
E ffrenc)khenms Prevennon

|

iwoc m endorong Percepatan terhaclaf masalah Yany munglan
| ber kembany lebih jau h

Enabling

Wob Memevat pemerintah lebin mampu menangani tantangan
kebijauaniiyany kompleks .

woe

+ Pendekaton’ penyelenggaraan pemerintahan

yang hola boratr
antar_Jector ‘guna mencapa,

fjuan peméangunan kebijalan
s

¢+ dan pelalanan putiik

- wWe9 juqa dl‘(?ﬂﬂ' J’tbaga‘f

Pendeuatan

Maha)emen pProgram

- Pendekaﬂﬂ' lM'crc(qencg y gq"h,
yang wmel baruen

fe]um]ﬂt‘ k!'e"hbaeqqh
yang {erkaid dengan urusan -

ufuran ganc, relevan . g

58



Lampiran 11
Profil Organisasi

A. Profil Organisasi

Menjadi Universitas di Garis depan Negeri ini, kemudian berbatas langsung
dengan negara tetangga memacu kami Fakultas llmu Sosial & Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji untuk mewujudkan FISIP UMRAH sebagai Pusat Pendidikan
IImu Sosial & IImu Politik yang Unggul di kawasan Regional serantau ini, yaitu Selat
malaka.

Tak dapat dipungkiri bahwa Letak Geografis Kepri memungkinkan UMRAH
terlebih lagi FISIP UMRAH untuk bersentuhan langsung dengan dunia internasional
melalui Laut. Hal ini juga memacu kami untuk lebih meningkatkan kapasitas dan
Kemampuan para Pendidik dan Peneliti di FISIP UMRAH, terutama kepada kajian-
kajian mengenai perbatasan laut, Kebijakan Pemerintah Kepulauan, Manajemen
Pembangunan Kepulauan. Sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari UMRAH
yang memiliki Fokus dan Konsen terhadap Kemaritiman, kami berusaha
mengintegrasikan Nuasa Maritim dalam kurikulum kami di lima Jurusan yang ada,
Jurusan IImu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Sosiologi,
Jurusan Ilmu Hukum, dan Jurusan limu Hubungan Internasional.

Program Studi IImu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri
bersamaan dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji. Proses pendirian Program Studi llmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru
ditahun 2013 mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menjalakan proses belajar mengajar.

Saat ini Program Studi IImu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas
IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi
keempat setelah 1lmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke
depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi limu
Hukum menjadi Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Program Studi IImu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti
kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu IImu
Hukum belum ada di Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini.

Program Studi llmu Hukum memiliki spesifikasi keilmuan yang berbasis pada

pengembangan terhadap wilayah perbatasan sesuai dengan kondisi geografis Provinsi
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Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Keunggulan
kompetitif yang akan diciptakan melalui Program Studi Ilmu Hukum ini adalah
mahasiswa yang memiliki wawasan internasional dalam perspektif daerah perbatasan.
Kurikulum Program Studi llmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dimodifikasi
untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam persaingan dunia kerja global
yang memiliki keahlian teoritis dan praktis. Selain itu juga, Kurikulum Program Studi
IlImu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji diselaraskan dengan kondisi geografis
Provinsi Kepulauan Riau yang lebih menekankan kepada keunggulan keilmuan yang
berbasis kepada dunia internasional. Kemudian dari pada itu untuk jumlah keseluruhan
SKS pada Program Studi IImu Hukum berjumlah 144 Sks dan sudah termasuk dalam
Mata Kuliah Pilihan yang berjumlah 12 Sks.

Kurikulum Program Studi llmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang untuk pertama kali pada tahun 2013. Pada tahun 2015 telah diadakan
perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Peraturan ini
mengamanatkan bahwa Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan
dengan kompetensi di level 6 (enam).

Setelah berlaku hampir lima tahun Kurikulum Program Studi llmu Hukum
Tahun 2015 yang berlaku sampai dengan saat ini, memerlukan kajian dan masukan
untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Selain itu,
berdasarkan surat arahan Rektor Nomor B/1400/UN53.01/KR.00.01/2019, yang
menindaklanjuti hasil Rakornas para Rektor dengan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, bahwa Program Studi diminta agar melakukan penyesuaian dan
revisi kurikulum program studi yang mengacu pada peningkatan bidang keilmuan
untuk memenuhi kebutuhan era revolusi industry 4.0. Selain itu, dalam surat
tersebut, Rektor mengarahkan agar Program Studi juga menyesuaikan kurikulum
dengan Kebijakan UMRAH 5.0 dengan mengimplementasikan pembelajaran
dengan metode blended learning.

Untuk memenuhi arahan sebagaimana dimaksud di atas, Tim Penyusun
mengadakan Workshop Kurikulum Program Studi llmu Hukum UMRAH dengan
mengundang para pengguna lulusan llmu Hukum (stakeholder ) terkait guna
menjaring informasi mengenai kebutuhan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan.

Kegiatan dimaksud diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, tepatnya tanggal 1
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dan 2 Juli 2019 yang diadakan di Ruang Rapat Program Studi llmu Hukum
UMRAH Dompak. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi/lembaga yang terkait dengan
pengguna lulusan hukum, diantaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas 1l Tanjungpinang, Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang,
LANTAMAL IV Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas | Tanjungpinang, Kantor
Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para pengguna lulusan, pimpinan
Fakultas Hukum dan Guru Besar di bidang Maritim, diharapkan Kurikulum
Program Studi llmu Hukum UMRAMH dapat selaras dengan VISI UMRAH sebagai
Kampus Maritim dan dan juga dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja di era

revolusi industri 4.0.

Gambar gedung Prodi Illmu Hukum Universitas‘Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang Kepualuan Riau
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Struktur Organisasi Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepualuan Riau
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B. Visi, Misi, Motto dan Tata Pamong
Visi
“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Maritim Unggul di
Tingkat Nasional Tahun 2035”.

Unggul berbasis Kemaritiman, artinya bahwa Program Studi lImu Hukum
menjadi pusat pengembangan Tri Dharma Peruguran Tinggi berbasis
kemaritiman, hal ini didasarkan pada kondisi geografis Provinsi Kepulauan
Riau yang merupakan daerah maritim dengan luas wilayah 96%: perairan
dan hanya 4% daratan. Sebagai salah satu Program Studi [Imu Hukum yang

berbasis kemaritiman di Indonesia, diharapkan. mampu memanfaatkan

potensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Unggul di tingkat Nasional Tahun 2035, artinya bahwa Program Studi lImu
Hukum menjadi Program Studi yang unggul pada pengembangan bidang

ilmu hukum yang berbasis kemaritiman di tahun 2035.

Misi Program Studi Ilmu Hukum

1.  Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan ilmu hukum yang
ditopang dengan keimanan, teknologi dan ketakwaan serta memiliki
keterampilan praktek yang memadai yang mampu bersaing di tingkat
regional;

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis
pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset;

3. Mengembangkan pengetahuan ilmu hukum berbasis kemaritiman;

4.  Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
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Tujuan Program Studi llmu Hukum

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi keilmuan
dan keterampilan hukum yang handal dan inovatif sesuai dengan
tuntutan masyarakat.

2. Menata sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kinerja
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal.

3. Menciptakan atmosfer academik yang kondusif bagi
terselenggaranya proses eksplorasi potensi dan kreativitas
mahasiswa.

Visi UMRAH

Menjadi universitas terkemuka di Indonesia berbasis kemaritiman

Misi UMRAH

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas baik teori maupun praktik
untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau
khususnya, dan Indonesia pada umumnya;

2. Mengadakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk
memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya
dan pemerintah pada umumnya;

3.. Melaksanakan penelitian untuk menemukan terobosan baru, teknologi
baru di bidang kemaritiman;

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi
tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat;
Tata Pamong

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan,

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam
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universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di
dalam tata pamong termasuk didalamnya adalah bagaimana kebijakan dan strategi
disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan
pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel,
transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance)
mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan
keadilan Fakultas dalam mengelola program studi.

Sistem tata pamong di Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (FISIP)
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ditetapkan melalui STATUTA
UMRAMH, dan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UMRAH dan sejumlah aturan
pelaksana yang berupa SK Rektor, SK Dekan, aturan di Prodi, dan SK dari Satker
lainnya di lingkungan UMRAH.

Sistem tata pamong FISIP UMRAH ditetapkan melalui mekanisme yang
disepakati bersama, dengan mengakomodir semua unsur, fungsi, dan peran yang
ada di fakultas. Sistem tata pamong dibangun secara bertahap, berjenjang, dan
berkesinambungan dengan sasaran untuk dapat menciptakan budaya organisasi
yang mencerminkan aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan
adil.

1. Kredibel

Aspek kredibel pada FISIP UMRAH dicerminkan dalam sistem rekrutmen
pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan tata cara pemilihan serta
pengangkatan pimpinan dan pejabat struktural lainnya dilingkungan UMRAH.
Dalam tata cara tersebut ditetapkan mengenai persyaratan- persyaratan yang dapat
menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki kredibilitas yang dapat
mengupayakan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi.

Dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di UMRAH sejak
tahun 2012 sudah melakukan rekrutmen secara nasional melalui skema penerimaan
PNS!. Dengan pola seperti ini bisa diyakinkan bahwa kredibilitas dalam hal

rekrutmen bisa terjaga, karena mengikuti standar yang telah dibuat oleh negara.
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Kemudian untuk rekrutmen tenaga kontrak, dalam hal penilaian aspek
psikologis UMRAH bekerjasama dengan pihak ketiga yang profesional dalam hal
melakukan asessmen psikologi. Hal ini dilakukan agar proses rekruitmen tersebut
benar-benar mengedepankan objektivitas.

2. Transparansi

Aspek transparansi pada FISIP UMRAH meliputi beberapa hal berikut :

a. Proses rekrutmen Dosen dan Pegawai.

Dalam hal rekrutmen Dosen dan Pegawai berdasarkan aturan pola
rekrutmen PNS, karena sejak tahun 2012 UMRAH menjadi universitas
negeri. Mulai tahun 2013 hingga saat ini pola rekrutmen.Dosen dan
Pegawai di UMRAH mengikuti pola dan standar yang ditetapkan
pemerintah dalam melakukan rekrutmen PNS. Proses rekrutmen ini di
mulai dari usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja di UMRAH
yang di sampaikan ke Biro Umum, Perencanaa dan Keuangan (BUPK),
kemudian Rektor menyampaikan usulan kebutuhan tersebut kepada
kementerian. Setelah ada' ketetapan dari kementerian, maka akan
dilakukan pengumunan rekrutment secara nasional melalui Panitia
Seleksi Nasional (Panselnas).

b. Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural.

Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural di UMRAH
berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal yang ada di
UMRAH. Khusus untuk pengisian jabatan yang merupakan tugas
tambahan bagi dosen dilakukan secara demokratis. Untuk pemilihan
Rektor dipilih oleh senat universitas, untuk pemilihan dekan dilakukan
oleh senat fakultas, sedangkan Prodi dilakukan melalui rapat dosen di
Prodi. Sedangkan pengisian ketua lembaga dan UPT ditunjuk oleh
pimpinan sesuai tingkatan. Semua mekanisme ini tertuang dalam
Statuta UMRAH dalam Permendikbud Nomor 115 tahun 2014 dan
Permendikbud No 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) UMRAH.

Untuk pengisian jabatan struktural bagi tenaga kependidikan juga

dilakukan berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal
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yang ada di UMRAH. Sejak tahun 2014 proses pengisian jabatan
dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga terutama pada hal

penilian psikologi.

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan
Lembaga (RKAKL).

Tranparansi dalam hal pendanaan dan anggaran dicerminkan melalui
proses penyusunan RKAKL, yang dimulai masing-masing satuan kerja
atau unit kerja, kemudian dikonsolidasikan ditingkat fakultas melalui
Musrenbang Fakultas, dan selanjutnya dibahas di dalam Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat universitas. Pada tiap
tahapan, baik pada tahap penyusunan ditingkat prodi, fakultas dan
universitas semuanya melibatkan pihak-pihak.‘yang terkait dan
berkepentingan tanpa terkecuali. Sejak tahun 2014 sudah ada pola
pembagian PNBP yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal antara

Universitas dengan Fakultas dengan pola 40 : 60.

. PelaksanaanProgram dan Kegiatan.

Transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan.
Proses tranparansi. ini-dimulai dari proses pembagian dan sosialisasi
Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)
semua unit di fakultas. Tujuan dari pembagian RKAKL ini adalah
bagian dari proses keterbukaan informasi dan akses, kemudian langkah
berikutnya adalah dengan membuat rencana kerja pelaksanaan program
atau kegiatan satu tahun (timetable programe). Hal ini diatur dalam
dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan
Nomor 3010/UN53.1/TU/2015.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan.

Transparan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program
dan kegiatan diatur dalam Standar Opersional Prosedur (SOP), dengan
adanya SOP ini maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan program ini berlaku sama di FISIP UMRAH. Hal ini diatur
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dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan
Nomor 3010/UN53.1/TU/2015.
f. Proses pelayanan
Transparan dalam proses pelayanan di FISIP UMRAH tertuang dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pelayanan bidang
akademik dan kemahasiswaan sebanyak 26 SOP, pelayanan umum dan
kepegawaian sebanyak 21 SOP. Dengan adanya SOP ini maka
mekanisme, alur, persyaratan dan waktu pelayanan di FISIP UMRAH
lebih jelas dan terukur.
3. Akuntabel
Aspek akuntabel di FISIP UMRAH dicerminkan melalui tata cara
pertanggung jawaban setiap unsur yang ada pada FISIP UMRAH.
Mekanisme pelaksanaan aspek akuntabilitasnya berupa penyusunan laporan
pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan di FISIP UMRAH oleh
panitia pelaksana. Bahkan setiap periode tertentu dan akhir tahun anggaran,
setiap panitia pelaksana kegiatan diminta untuk menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rapat fakultas.
Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan RKAKL di
tahun yang akan datang. Selain'jadwal tahunan, dalam setiap rapat bulanan
juga dibahas tentang capaian dan realisasi anggaran dari masing-masing
unit.
4. Bertanggungjawab
Aspek pertanggungjawaban di FISIP UMRAH dicerminkan dalam
pelaksanaan tugas oleh setiap unsur program studi, baik pejabat struktural,
dosen, maupun tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut
setiap unsur di fakultas berkewajiban melaporkan setiap pekerjaan dan
kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat akademik maupun non
akademik. Kemudian laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan
sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan amanah
yang diberikan. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diharuskan untuk
mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik.
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Lampiran 111

Data Diri Peserta, Mentor Dan Coach

Biodata Peserta
Nama

NIP

Golongan
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

Nomor HP

E-Mail

Unit Kerja

Biodata Mentor
Nama

NIP

Unit Kerja
Golongan

Jabatan

Biodata Coach
Nama

NIP

Unit Kerja
Golongan

Jabatan

: Lia Nuraini, S.H., M.H.

: 199007232019032015

b

: Pekanbaru, 23 Juli 1990

: JIn. Ganet Perum. Ganet Center Blok C No.8
: 085278947775

: lianuraini23@umrah.ac.id

: Universitas Maritim Raja Ali Haji

: Dr. Oksep-Adhayanto, SH.,M.H.

: 198109292015041002

» Universitas Maritim Raja Ali Haji
: I11'd Penata Tingkat |

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

. dr. Wilda Hayati, MM

: 196506031996022001

: Bapelkes Batam

: IV b Pembina Tingkat 1

: Widyaiswara Ahli Madya
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Lampiran 1V

Lembar Pengendalian Coach

FORMULIR PENGENDALIAN OLEH COACH
Latihan Dasar CPNS UMRAH Golongan Il Angkatan IV Tahun 2020

| Nama peserta

: LIA NURAINI, S.H..M.H.

Instansi : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALLHAJI |
Tempataktualisasi : UNIVERSITAS MARITIM RAJAALI HAJ © ]
; No. 1 - ~ Tanggal Kegiatan V o Paraf |
j
| |5Maret2020 | 1. Mencrima arahan dar Coadh
!t : 2. Menyampaikan 5 isu yang ditemukan dari
; |] environmental scanning kepada coach
' 3. Meminta arahan coach dalam memilih core | -
; issue
| | L__ -
2 6 Maret 2020 l Menerima arahandari coach mengenai
penulisan laporan rancangan aktualisasi
J;J__
L S ~
3 14 Maret 2020 Konsul Revisi Bab 1,2 dan 3 melalui email
L
i v 1.
4 16 Maret 2020 ' Konsul revisi Bab 1.2 dan 3 perbaikan N
| penulisan
b- .f
| | é
— Su R — — — 4
5 16 Maret 2020 - ACC Rancangan Aktualisasi | | '
. i \

|

i

| .

| i
{
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FORMULIR PENGENDALIAN OLEH MENTOR
Latihan Dasar CPNS Golongan 111 Angkatan III Tahun 2020

| Nama peserta " LIA NURAINI, S.I11..M.H. -
Instansi | : UNIVERSITAS MARTTIM RAJA ALI HAJI

Tempat aktualisasi

: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

'l‘aﬁégai B

Kegiatan

1 4 Maret 2020

2

4 Maret 2020

Paraf

1. Konsul bagaimana untuk mengangkat
sebuah isu

i. Konsul tentang isu-isu yang— terdapat di-
Lapangan
2. Judul isu yang akan diangkat

J

31 8 Maret 2020

I i
| i

H |
e SR

4 | 14 Maret 2020

1. Konsul Bab |

2. Konsul Bab 2

a. Nilai-nilai Dasar PNS

b. Kedudukan dan Peran PNS
1. Konsul Revist Bab 1

a. Penulisan

b. Pola Dasar Penyelenggaraan

caldentifikasi Isn

d. Analisis isu'dengan AKP dan USG

2. Konsul Bab 2 : Perbaikan Penulisan

3. Kensul Bab 3
a. Jenis Kegiatan

5 _‘ 16 Maret 2020

116 Maret 2020

|

I, Konsul Revisi Bab 1-3:
a. Perbaikan Penulisan
b. Revisi Rancangan Kegiatan

2. Konsul Revisi Bab 1-4

ACC Rancangan Aktualisasi
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Lembar Pengendalian Mentor

Nama
Unit Kerja

FORM PENGENDALIAN MENTOR

: Lia Nuraini, S.TLM.TL
: Program Studi Hmu Hukum Fakultas imu Sosial &lmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Taji

Mentor : Dr. Oksep Adhayanto, S.I1L.M.H.
No. NAMA KEGIATAN CATATAN MENTOR WAKTU DAN |
MEDIA i
MENTORING |
1 Konsultasi terkait penyusunan Ja -3 - 3020 :
modul kepada pimpinan atau . lﬁb’V\Q\/\,k OSA_VM~ (
mentor. ; ‘
Tahapannya : ﬁv/\ LCA/Y)v\oﬁ‘\ / |
1. Menghubungi atasan . f '
atau mentor untuk @ - \
mengatur waktu ULM? Tobes haws |
konsultasi l!

2. Melakukan konsultasi
dengan atasan atau
mentor sesuai jadwal
yang telah disepakati

3. Mencatat saran dari
atasan atau mentor serta
mendokumentasikan
pertemuan tersebut.

Ouput/hasil :
Maksud dan tujuan
tersampaikan, notulen

~ Dlmgy Lo
e D=

,9..49({/\/\ \-Qb‘ owr—
QeL\fQJ/‘g Uy

Penyusunan draf modul praktik
perancangan kontrak
Tahapannya :

1. Mencari standar/acuan
dalam membuat modul
praktik perancangan
kontrak

2. Mengumpulkan literature
terkait praktik
perancangan kontrak di
perpustakaan

3. Membuat peta konsep
draf pembuatan modul
praktik perancangan
kontrak

Output/hasilnya:

Kumpulan dokumen

standar/acuan pembuatan modul,

{-4 - 1020

""(AYC‘(’ mMuua
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3. Melakukan pelaporan
kepada atasan tentang
evaluasi modul praktik
perancangan kontrak.

Output/hasilnya :

Angket, laporan evaluasi modul
praktik perancangan kontrak,
persetujuan atasan.

== e —
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Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Lampiran Kegiatan 1

Judul Kegiatan

: Penyampaian ide gagasan terkait penyusunan modul praktik perancangan kontrak kepada pimpinan

Ok siap pak... &2

TAHAPAN DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
No
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
17:02 we ® @ -
< @ Pak Oksep
Assalamu'alaikum pak oksep, pak Assalamu‘alaikum pak oksep, pak
besok ke kampus ? Rencana kami mau jumpain terkal aktualisasl.. oh iya pak...
jumpain terkait aktualisasi... oh iya pak... e el s L
mohon iZin wa dengan pak Oksep nnti l;:rus d lamporkan d laporan aktualisasi
hub . lia screenshoot utk bukti bimbingan yg ok
Menghubungi  atasan harus d lamporkan d laporan aktualisasi TN O e
atau mentor untuk ya... 11.31 sehubungan kampus libur selasa sore
1 urnua dilguar aja F:i sekalian dgn ayu, emi, 24 Maret 2020
mengatur waktu ok dan fia ey 2
konsultasi g e
Trmakasih pak oksep (22) . 24 MARET 2020
sehubungan kampus libur selasa sore ‘@;
jumpa diluar aja ya sekalian dgn ayu, emi, &
dan lia |
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Melakukan konsultasi
dengan atasan atau
mentor sesuai jadwal
yang telah disepakati

24 Maret 2020
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

==~
/ ) UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
\\ 4 J1. Raya Dompak Telp.(0771) 4500089 Fax. (0771) 4500091
4 PO.BOX 155 Tanjungpinag 29111

Website: futp wmrah.ac id Email: fisipa umrah ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama  : Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
2. NIP + 19810929 201504 | 002
3. Jabatan : Dekan FISIP UMRAH
4. Instansi  : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Selaku atasan dari

1. Nama : Lia Nuraini, S.H., M.H

2. NIP : 19900723 201903 2 015

3. Jabatan  :Dosen Asisten Ahli

4. Instansi  : Universitas Maritim Raja Ali Haji

telah jui dan lisasi Nilai-Nilai Dasar
PNS dengan judul “Optimalisasi Pembuatan Modul Praktik Perancangan Kontrak Pada Program Studi
llmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji".

Mencatat saran dari
atasan atau mentor
serta

Tanjungpinang, 25 Maret 2020

e A 25 Maret 2020

mendokumentasika
n pertemuan = e
tersebut NIP. 19810929 201504 1 002
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Lampiran Kegiatan 2

Judul Kegiatan

: Pengumpulan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang modul mata kuliah Perancangan Kontrak

membuat modul

No TAHAPAN DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
Mencari
1 acuan/standar dalam 30 Maret 2020
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

TANGGAL
PELAKSANAAN

OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

6 Judul buku yany dinjukan belum pemah memperoleh insentif scjerss.
ing diterbitkan berdssarkan hasl dari

hibah permlisan buku ajar, dan bukan buku hasil revisi yang pernah memperoleh

isvennf buksrerit yang dclenggaran oih lmbags s prguruan gy yeag

ukan sumber dans A

e duml)ﬂ untuk mendapatkan insentif adalah bukn jar

. e a pen pernbelajaran yang ddasarkan pads an

ks Rl s yang du(hnnuxn.m di Indonesia. Sehakibrya, buku manual
ik poropcrusian progum komputc.  petujuk _ pokiium. - benuk st
iAo peras, de e ouct oo ek sk diperimbos i

% Bk yg didan It sl heghop dos e (1) proes, ) b )
batang tubub y dalm bab atau bagian, (4) daflar pustaka, (5) glosariun, (6)
indeks

10. Jumiah halaman teks utama (batang twbuh) = 49 halsman

11. Buku bukan has] saduran erjemahun dun bebas plag
pengusul (dibuktikan dengan surat perayatasn)

12, Ukuran buks minimal AS (14,8 cm » 21 cm)

e, serta merupakan karya ash

13. Jumiah buk yang diajukan schanyak-banyaknya A judul, tctapi hanys satu dul yang
dapat dibert msent.

14, Usalan yang tidak memenubi persyaratan tidak ukan diproses.

15. Hasil seleksi merupakan kepususan muelak dan tidak dapat digangs gugat

MEKANISME PENGUSULAN DAN TAHAP PENILAIAN
SELEKSI TAHAP PERTAMA

Kelengkapan sclckss tahup petama terdsrs dan dsa berkas, yastu
A BERKAS ADMINISTRASI PENGUSUL
I Swal pengantar dan institusi yang ditandatngani olch pmpman pergunsn Snggi
(umtuk universitas dan ittt olch Rekior, Wakil Rekuwor. KepalaPimpinan LPPM,
untuk politekaik oleh Dirckur, untuk sekolah tinggi olch Ketua) (Lampiran 1
Bl pemaks el denn ot trlampe (Lumplns 2%
Surat pernyataan dibububi meterai Rpé 00 a3 Lain memuat
Pernyataan balwa buku merupakan karya scndins dan bebas plagiansme
= bl yang, dnsln sudeh dinaseklan/dida fhmkan ke Pors}
SINTA: sinta2 ristedikti go.id.
Pernytaan bahwa belum pemah mendapatian hibsh buku atau msentif buky pada
tahua-tabun scebimnya

Sclurub berkas sdmnistrasi pengusul pads nomor 1, 2 dun 3 dipindsi (scan) menjadi satu
berkas PDF yang diben nama “NIDN-berkas-adminisrasi POF

B mxmwv KU LENGKAP

Setiap harus membust salinan lunak (saficopy) buku lenglap yang sudah
;mni-ﬂ.md:]mllmm Pl mlipu

1. sampul bu

2 halaman yang berisi katalog dvlam tesbitan (meliputi Judul buku, Pengarang, Penecbit,
skuen buku,dun ISB

3 dafl

L elareh s bk dan

Fandion engabn st roen Y A A TR 3018 2
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

Mengumpulkan
literatur terkait terkait
praktik perancangan
kontrak di
perpustakaan

31 Maret 2020-
03 April 2020
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DOKUMENTASI KEGIATAN

TANGGAL

NoO TAHAPAN
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
Membuat peta
3 | konsep draf 21 April 2020

pembuatan ~ modul
praktik perancangan
kontrak

81




Lampiran Kegiatan 3

Judul Kegiatan

: Melakukan audiensi dengan stakeholders

No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

Mengundang rekan
dosen pengampu
mata kuliah praktik
perancangan kontrak

OUTPUT PROSES

17:49 Gd e @ ---

s Pak Fajar Hukum Umrah
* Terakhir dilihat hari ini pukul 17.25

Pak fajar sudah kembali aktif d kampus
kah ? kalau iya mohon bantuannya
utk aktualisasi saya mau kordinasi ke

sesama dosen perdata..&2

Pak Fajar Hukum Umrah

Pak fajar sudah kembali aktif d kampus kah ?

kalau iya mohon bantuannya utk aktualisasi

saya mau kordinasi ke sesama dosen perda..
Assalamu'alaikum bu lia, apa yg bisa

saya bantu @ [,

Wa'alaikumsalam pak fajar... utk laporan
aktualisasi latsar saya kan tentang
"upaya optimalisasi pembuatan modul
praktek perancangan kontrak" jd jadwal
kegiatan ada melakukan FGD dengan
dosen perdata utk diskusi terkait
penyusunan draft modulnya pak fajar...
12.3

vV

Tp krna corona nie rasanya tak
memungkinkan utk fgd langsung mgkn
kalau sudah saya buat penyusunan draf
modulnya minta masukan ke pak fajar
terkait itu.. melalui media online kyknya

\ 12.39 W/

Anda Xz
Tp krna corona nie rasanya tak

@ | %eo

11 @) <

OUTPUT HASIL

17:35 @ wm @ -+

Pak Fajar Hukum Umrah
* Terakhir dilihat hari ini pukul 17.25

Assalaamu'alaikum Pak fajar hari ini
ada waktu kah utk zoom, buat laporan

aktualisasi saya ?(&5

Anda

Assalaamu'alaikum Pak fajar hari ini ada
waktu kah utk zoom, buat laporan aktualisasi
saya 7€3

Wa'alaikum salam bu lia, Insyaa Allah.
Jam berapa bu ?

Pak fajar bisanya jam berapa pak? Sya
juga lagi nunggu jawaban pak suryadi
beliau bisa nya kapan... spay bisa sama2
pak 11.53 W/

Saya menyesuaikan aja bu, ntr kabari aja
baiknya jam berapa ya bu.

pak fajar kalau jam 14.30 ini bisa pak ?
13.51 W/
Bisa bu, ntr pas msk waktu ashar saya
break sebentar ya bu.
ok siip pak Insyallah tak sampai ashar..
formalitas buat dokumentasi laporan aja
pak... &

Siap bu lia, lanjutken &2 ¢k
Btw, audiencenya selain saya, pak

c Y -
<

11 @)

2

TANGGAL
PELAKSANAAN

20 dan 27 April 2020
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perancangan kontrak

83

No TAHAPAN DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
Melakukan FGD T, O ol ok e
5 dengan rekan dosen A
pengampu  mata —TT 27 April 2020
kuliah praktik e




No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

Membuat

kesimpulan hasil
FGD dengan rekan
dosen pengampu
mata kuliah praktik
perancangan kontrak

84

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

27 April 2020




No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

Mengkonsultasikan

kepada atasan hasil
draf modul praktik
perancangan kontrak

OUTPUT PROSES

85

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

4 Mei 2020




Lampiran Kegiatan 4

Judul Kegiatan

: Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak

No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

Pelaksanaan
seminar  modul
praktik
perancangan
kontrak

13-15 Mei 2020
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

FINRATORAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU

KANTOR WILAYAH KEM

NOMOR: B-2109/Kw.32.4/JJ.00/02/2020
NOMOR: W.32.GR.06.01-1121

TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI
JEMAAH HAJI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh

bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, SH., MA., selnku Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam kedudukan dan jabatan
tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km. 14,
Sengearan, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. AGUS WIDJAJA, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam kedudukan dan jabatan tersebut
bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja - Km
14, g, T inang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutoya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1 bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berkedudukan di Provinsi
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Seminar

No TAHAPAN DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
2 Pelaksaan

13 - 15 Mei 2020
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

Membuat
laporan hasil
pelaksanaan
seminar dan
menyampaikan
ke atasan

90

18 Mei 2020




Lampiran Kegiatan 5

Judul Kegiatan

: Evaluasi modul praktik perancangan kontrak

perancangan kontrak

No TAHAPAN DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
Membuat angket untuk
1 | evaluasi modul praktik 28 Mei 2020
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

Membuat evaluasi
modul praktik
perancangan kontrak

| @ B

oo

Formulir tanpa judul

Pertanyaan  Respons e

Menurut saudara modul/buku ajar seperti apakah
yang menarik untuk di baca?

9 tanggapan

yang memiliki banyak latihan dan penggunaan
bahasa yang mudah dimengerti

Modul yang langsung menampilkan bagaimana
tentang perancangan kontrak dan bahasa yang
mudah dipahami

Yang bahasanya mudah dipahami oleh pembaca

Apa saja menarik.. karena buku atau modul sama
sama ilmu

Sangat bagus

{ Teknik pembuatan kontrak dan komparisi kontrak

modul yang memiliki media visual sebagai sample

| B

2 Juni 2020
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No

TAHAPAN
KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

OUTPUT PROSES

B @ B

Formulir tanpa judul

Pertanyaan Respons o

Adakah evaluasi terhadap pembuatan modul
praktik perancangan kontrak yang telah saudara
baca

9 tanggapan

Tidak ada

bahasa yang terlalu rumit dipahami sehingga
pembaca seperti saya mudah bingung

Saya rasa sudah cukup lengkap dan mudah dipahami
Tidak ada evaluasi, baik

Sangat bagus

Sangat baik

mungkin perlu adanya contoh case/sample untuk
memudahkan perbedaan tiap-tiap jenis kontrak

Untuk sampai saat ini tidak ada yang perlu dievaluasi
karna modul praktik sudah mencukupi

L 1l @) <

OUTPUT HASIL

TANGGAL
PELAKSANAAN

o
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TAHAPAN

evaluasi modul praktik
perancangan kontrak

Disusun oleh: &
Lia Nuraini, S.H., M.H.

No DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL
KEGIATAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL PELAKSANAAN
Praktik Perancangan Kontrak
Melakukan pelaporan
3 | kepada atasan tentang 2 Juni 2020
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